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SALINAN

KOMISI PEMIUHAN UMUM
IGBUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA

NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA LAKSANA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KAT}UPATEN MUNA,

Menimbang

Mengingat

:a.

b.

c.

: 1.

2.

bahwa dalam rangka meningkatkan efektilitas pelaksanaan

tugas dan fungsi guna mewujudkan good gouemarrce dart
pelayanan prima kepada masyarakat;

bahwa dalam rangka mengukur kineq'a organisasi berkaitan
dengan ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang pedoman

Teknis Tata Laksana Standar Operasional prosedur di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O17 tentang pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan kmbaran Negara Repubtik Indonesia
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J

Nomor 6109) sebagaimala telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Ta}rurr 2022

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undarg

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,

Tambahan Lembaraa Negara Republik Indonesia Nomor

6863);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahal kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020

tentang Perubahan Atas Peraturar Pemerintah Nomor 11

Tahun 2Ol7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

(Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

64770;

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentarg Disiplin

Pegawai Negeri Sipil (Iembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Sipil Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O12

Nomor 649);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Ke{a Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan l(qmisi p6milihan Umum Nomor 12
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Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja

Komisi Pernilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Keda

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pernilihan Umum Nomor 3

Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,

Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 99);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman

Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O2O Nomor 442);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023

tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intem

Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/ Kota @erita Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA LAKSANA STANDAR
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OPERASIONAL PROSEDUR DI UNGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN MUNA.

Menetapkan Pedoman Teknis Tata laksana Standar Operasional

Prosedur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna

sebagaimana tertampir dalam Keputusan ini yang terdiri atas :

l. Lampiran I Pedomaa Teknis Tata l.aksana Standar Operasioal

Prosedur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupa.ten

Muna;

2. l-anpitran II Standar Operasional Prosedur pa.da Sub Bagian

Keuangan, Umum dan lngistik;

3. Lampiran trI Standar Operasional Prosedur pada Sub Bagan

Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;

4. t^ampiran IV Standar Operasional Prosedur pada Sub Bagan

Perencanaan, Data dan lnformasi; dan

5. Lampiran V Standar Operasional Prosedur pada Sub Bagran

Partisipasi Masyarakat dal Sumber Daya Manusia.

Pedoman Teknis Tata [:.ksana Standar Operasional Prosedur di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna bertujuan

sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna

dalpm mel,aksanakan tugas dan fungsi sebagai Penyelenggara

Pemilihan Umum dal/atau Pemilihan serta tugas-tugas rutin

lainnya.

Pada saat Keputusan ini ditetapkan, maka Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 21 Tahun 2025 tentang

Pedoman Teknis Tata Laksana Standar Operasional Prosedur di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.
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KEEMPAT : Keputusan ini mulai berl;aku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha

pa.da tanggal 15 Desember 2O25

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM

N MUNA
Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

MUNA

NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN TEKMS TATA LAKSANA STANDAR

OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KAE}UPATEN MUNA.

PEDOMAN TEKNIS TATA LAKSANA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATARBELAKANG

Pemilihan Umum secara liangsung oleh rakyat merupal<an sarana perwujudan

kedaulatal ra\zat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara langsung, bebas, rahasia,
jujur dan adil dapa.t terwujud apa.bila dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilihan

Umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, akuntabilitas serta pola ke{a
yang efektif, efisien, tepat sasaran dan memiliki daya guna optimal.

Selain penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Muna juga bertugas menyelenggarakan pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

Penetapan Peraturar Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, serta

tugas-tugas rutin sebagai satuan keda pemerintah. Demi mencapai tujuan dan
pelaksanaan tugas penyelenggara Pemilihan umum dan/atau pemilihan serta
tugas-tL gas rutin l,ainnya, rlalarn melaksamakan tugasnya agar Pemilihan Umum
dan Pemilihan dapa.t terselenggara dengan sukses, dengan mengutamakan prinsip
jujur, adil, efektif dan efisien, perlu adanya suatu standar operasional prosedur
yang mengatur bagaimana Penyelenggara Pemilihan Umum dapa.t bekerja sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi pemerintahan
pada lingkungan KPU Kabupa.ten Muna, Standar Operasional prosedur (SOp)

sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing bagian.
Mengingat kebutuhan terkait soP masing-masing bagian sangat dibutuhkan guna

kelancaran tugas KPU Kabupaten Muna, maka diperlukan pedoman Teloeis Tata
Laksana Standar Operasional Prosedur di Lingkungal KpU Kabupaten Muna.
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B. MAKSUDDANTUJUAN

Pedoman Teknis Tata laksana Standar Operasional Prosedur ini
dimaksudkan sebagai pedoman bagi KPU Kabupa.ten Muna agar dalem

melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara Pemilihan Umum dan/atau

Pemilihan serta pelalsanaan tugas-tugas rutin lainnya dapa.t dilaksanakan secara

efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam mencapai maksud tersebut, maka Standar Operasional Prosedur ini
bertujuan untuk meminima-lisir risiko kesalahan dalam beke{a, tertib administrasi

darr prosedur, serta peningkatan kinerja organisasi di lingkungan KPU Provinsi

Sulawesi Tenggara.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pedoman Teknis Tata Laksana Standar Operasional Prosedur

ini mencakup kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi pa.da masing-masing bagian

yaitu Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia, Bagian Keuangan, Umum dan

Logistik, Bagian Teloeis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

darr Bagian Perencanaan, Data dan Informasi pada Sekretariat KPU Kabupa.ten

Muna.

D. DASAR HUKUM

l. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lrmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan I*mbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656), sebagaimana tel,ah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Feraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tefiang Perubahan

Ketiga atas Undang-Undang Nomor l Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang pemilihan

Gubernur, Bupate, dan Walikota menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6547);
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3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan Umum (L:mbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan lcmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah Nomor I I Tahun 2017 tentnag Manajemen Pegawai

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang

Perubalran Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 68, Tambahan [.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri

Sipil (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penl'usunan Standar Operasional

Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 649);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2Ol2 tentang

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota @erita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerl'a

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pernilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2O19 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa. kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan

Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Keq'a Komisi Pemilihan Umum, l(6misl psrnilihan Umum Kabupa.ten/ Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,

Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat
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Komisi Pemilihan Umum Kabuoaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1236).

E. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan

rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan

PerwakiLan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk msrnilih anggota

Dewan Perwakilan Ralryat Daerah, yang dilaksanakal secara langsung, umum,

bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga

Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas

melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang pemilu

dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang pemilihan.

3. KPU Kabupaten adalah lembaga Penyelenggara pemilu di Kabupaten.

4. Rapat Pleno adalah forum tertinggi dalam pengambilan Keputusan Anggota
KPU, KPU Provinsi, . dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

5. Sekretariat KPU Kabupa.ten adalah lembaga kesekretariatan KpU yang

berkedudukan di Kabupaten yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KpU
Kabupaten.

6. Divisi 6dalah psmbagian tugas, wewenang, dan kewajiban diantara para anggota
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota berdasarkan tugas pokok dan
fungsi.

7. Kmrdinasi adalah upaya yang dilaksanakan antar anggota KPU, KpU provinsi,

dan KPU Kabupaten/Kota guna mencapai keselarasan, keserasian, dan
keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan tugas serta kegiatan agar tercapai
hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya.

8. Standar operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat sop adalah suatu
pedoman atau acuan untuk melaksanal<an tugas pekedaan sesuai dengan
fungsi dan al,at penileian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indicator-
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indikator teknis, administrative dan procedural sesuai tata kerja, prosedur kerja

dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

9. Surat Dinas adalah surat yang telah dikeluarkan oleh kantor pemerintah

maupun instansi atau juga lembaga yang resmi lainnya.

10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS sebagairnana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara.
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BAB II

GAMBARAN KPU KABUPATEN DAN

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MUNA

A. Bidang Tugas Divisi Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

Berdasarkan Pasal 28 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2O19, Pembagian Divisi untuk anggota KPU Kabupaten Muna yang befumlah 5 (lima)

orang yaitu meliputi sebagai berikut:

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan logistik

Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan,

memantau, supervise dan evaluasi terkait dengan kebljakan:

a. Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;

b. Protocol dan kearsipan;

c. Pengelol,aal dan pelaporan Barang Milik Negara;

d. Pelaksanaan, pertanggungiawaban, dan pelaporan keuangan;

e. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD

Kabupaten/Kota; dan

f. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistic Pemilu Dan

Pemilihan.

2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, Sumber Daya

Manusia.

a. Sosialisasi kepemiluan;

b. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;

c. Publikasi kehumasan;

d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;

e. Ke{a sama antar lembaga;

f. Pengelolaan dan penyediaan informasi public;

g. Rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;

h. Pembinaan etika dan evaluasi kine{a sumber daya manusia;

i. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;

j. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;

k. Penelitian dan pengembangan kepemilual; dan

l. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
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3. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi

a. Menjabarkan program dan anggaran;

b. Evaluasi, penelitial dan pengkajian kepemiluan;

c. Monitoring, evaluasi dan pengendalian program dan anggaran;

d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;

e. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;

f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan

g. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.

4. Dfirisi Teknis Penyelenggaraan

a. Pengusulan daerah pemilihan dan alikasi kursi;

b. Verifikasi partai politik dan anggota DPD;

c. Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;

d. Pemungutan, penghitungar suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan

suara;

e. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;

f. Pelaporan dana kampanye; dan

g. Penggantian antar walctu anggota DPRD Kabupaten/Kota.

5. Divisi Hukum dan Pengawasan

a. Penyusunan rancang.rn Keputusan KPU Kabupaten Muna/Kota;

b. Telaah hokum dan advokasi hokum;

c. Dokumentasi dan publikasi hokum;

d. Pengawasan dal pengendalian internal;

e. Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non

tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan

f. Penanganan pelanggaran admirristrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang

dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

B. Koordinator Wilayah Anggota KPU Kabupaten Muna

Wilayah Kabupaten Muna terdiri atas 22 Kecamatan yaitu:

l. Napabalano;

2. Maligano;

3. Wakorumba Selatan;

4. Lasalepa;

5. Batalaiworu;
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6. Katobu;

7. Duruka;

8. Lohia;

9. Watopute;

10. Kontunaga;

11. Kabangka;

12. Kabawo;

13. Pariei;

14. Bone;

15. Tongkuno;

16. Pasir Putih;

17. Kontu Kowuna;

18. Marobo;

19. Tongkuno Selatan;

20. Pasikol,aga;

21. Batukara;

22. Toutea.

KPU Kabupa.ten Muna menyusun Koordinator Wilayah (Korwil) dengan susunan

terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua Koordinator Wilayah dan ditetapkan dengan

Keputusan KPU Kabupaten Muna. Korwil anggota KPU Kabupa.ten Muna

mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi, supervisi, pembinaan, dan/atau

mempercepat penyelesaian permasalahan PPK, PPS, KPPS dan PPDP yang berada

dalam wilayah ke{anya.

C. Tugas, Fungsi dan Wewenang Sekretariat KPU Kabupaten Muna

Berdasarkan Pasal 231 Peraturan Komisi Pemilihan Umum 2l Tahun 2023

Sekretariat KPU Kabupa.ten/Kota terdiri atas :

a. Sub Bagran Keuangan, Umum dan Ipgistik;

b. Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;

c. Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi;

d. Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;

1. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Iogistik

Dalam Pasal 232, Sub Bagian Keuangan, Um rrn dan Iogistik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 231 huruf a mempunyai tugas melakukan analisis dan
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penyiapan pelak*naan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga,

umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

2. Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf b mempunyai tugas melakukan

analisis dan penyiapan kmrdinasi dan penyusunan rancangan keputusan darl

surat pe{anjian, dokumentasi informasi hukum dilingkungan KPU Prorrinsi,

penyiapan pelaksanaan advokasi dan penelaahan hukum serta fasilitasi

penyelesaian sengketa kepemiluan dan nonkepemiluan.

3. Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf c mempunyai tugas melakukan

analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta

pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/ Kota.

4. Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huuf d mempunyai tugas melakukan

analisis dan penyiapan sosialisasi, partisipasi pemilih, dan hubungan

masyarakat, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU

Kabupaten / Kota.

Tugas Sekretariat KPU Kabupaten Muna sebagai berikut:

1. Membantu pen;rusunan program dan anggaran Pemilu;

2. Memberikan dukungan teknis administrative;

3. Membantu pelaksanaal tugas KPU Kabupaten/ Kota dalam

menyelenggarakan Pemilu;

4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota

Dewan Perwakil,an Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan

Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU

Kabupaten/ Kota;

6. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dal
pertanggungiawaban KPU Kabupaten/Kota; dan

7. Membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Fungsi Selcetariat KPU Kabupaten Muna adalah sebagai berikut:

jdih.kpu.go.id/sultra/munajdih.kpu.go.id/sultra/muna
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1. Penyusunan rencan dan program keg'a serta pelaporan kegiatan di

lingkungan KPU Kabupaten lKota;
2. Pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraal Pernilu

kepada KPU Kabupaten / Kota;

3. Pelaksaaaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan,

perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di

lingkurgan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

4. Fasilitasi penyusunan Rencangan Keputusan KPU Kabupa.ten/Kota;

5. Pelaksaaaan pendisribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu

anggota Dewal Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah,

Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah;

6. Pelaksanaan dokumentasi hokum, hubungan masyralat, dan ke{a sama

dibidang penyelenggaraan Pemilu;

7. Pelayanan data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota;

dan

8. Pelaksanaan fungsi lainnya yang dib€rikan oleh Ketua KPU

Kabupaten/Kota.

Wewenang Sekretariat KPU Kabupa.ten Muna adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pernilu

berdasarkan nonna, standar, prosedur, dal kebutuhan yang ditetapkan oleh

KPU;

2. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud

dalam huruf a sesuai dengan ketentuar peraturan perundang-undangan; dan

3. Memberikan layanan admirdstrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangar.

D. Rapat Pleno Rutin KPU Kabupaten Muna

Rapat Pleno Rutin KPU Kabupa.ten Muna diLaksanakan setiap minggu, yang

dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupa.ten Muna beserta Sekretaris, dan

Kepala Sub Bagian pa.da Sekretariat KPU Kabupaten Muna. Rapat Pleno Rution

KPU Kabupaten Muna dipersiapkan oleh Sub Bagian Keuangan, Umum dan

losistik. Dalrrn Rapat Pleno Rutin KPU Kabupaten Muna dibahas hal-hal sebagai

berikut:
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1. Penyampaian laporan kinefa Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator

Wil,ayah anggota KPU Kabupaten Muna;

2. Pembahasan terkait evaluasi kerja dan agenda rutin setiap minggu KPU KPU

Kabupaten Muna;

3. Penyampaian l,aporan kegiatan yang telah dilaksanakan masing-masing bagian;

4. Pembahasan rencana agenda masin-masing bagian; dan

5. Pembahasan terkait Tahapan Pemilu dan Pemilihan dan/atau non Tahapan

Pemilu dan pgmilihar yarg dialggap penting lainrrya.

E. Alur Disposisi dan Paraf Koordinasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi anggota KPU Kabupaten Muna beserta

Sekretariat KPU Kabupaten Muna perlu dilakukan koordinasi sesua dengan hirarki

struktur organisasi. Koordinasi sesuai hierarki struktur organisasi diwujudkan

melalui Disposisi dan Paraf Koordinasi dari mulai Ketua dan Anggota KPU

Kabupaten Muna sampai dengan Selaetaris dan jajaran Pejabat Struktural

Sekretariat KPU Kabupaten Muna.

Alur Disposisi dan paraf Koordinasi dimaksud adalah sebagai berikut:

KETUA KPU
KAE}UPATEN MUNA

ANGGOTA KPU
KABUPATEN MUNA

SEKRETARIS KPU

KABUPATEN MUNA

KEPALA SUB BAGIAN

\7

TI

2

U
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Keterangan : Disposisi

f : ParafKoordinasi

Dalam menerima surat masuk dan/atau pelaksanaan tuga, Ketua KPU

Kabupaten Muna Melakukan disposisi kepada Penanggung Jawab Divisi Anggota

KPU Kabupaten Muna yang sesuai dengan tugas masing-masing untuk

ditindaklanjuti. Masing-masing Divisi terkait melakukan disposisi kepada Se}retaris

yang kemudian akan diteruskan kepa.da masing-masing Kepala Sub Bagian terkait

untuk dilalukan pelaksanaan kegratan. Disposisi digunakan dan berfungsi untuk

mengetahui petunjuk atau tindakan yang harus dilakukan oleh struktur organisasi

dari atasan kepada bawahan sesuai struktur hierarki organisasi KPU Kabupaten

Muna.

Paraf Koordinasi dilakukan mulai dari struktur hierarki organisasi KPU

Kabupaten Muna dari mulai Kepala Sub Bagian hingga Anggota KPU Kabupa.ten

Muna yang kemudian akan dilegalisasi oleh Ketua KPU Kabupaten Muna. Paraf

Koordinasi bertujuan untuk pelaksanaan koreksi dan revisi secara bertingkat guna

meminimalisir kekeliruan dan kesalahan substansi dokumen dan/atau

pelaksanaan kegiatan yang akan dilalsanakan. Paraf Koordinasi juga dilaksanakan

sebagai bentuk persetujuan dan kesepa.katan dari setiap tingkat struktur hierarki

organisasi KPU Kabupaten Muna dalam mengeluarkan dokumen dan/ atau

peliaksanaan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Muna.
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BAB III

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MUNA

Standar Operasiona Prosedur di lingkungan KPU Kabupaten Murra dilaksanakan

oleh masing-masing sub bagian yaitu Sub Bagian Keuangan, Umum dan togistik, Sub

Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum, Sub Bagian Perencanaan, Data dan

Informasi dan Sub Bagian Partisipasi dan Sumber Daya Manusia, Standar Operasiona

Prosedur dimaksud adalah sebagai berikut:

A. Standar Operasional Prosedur pa.da Sub Bagtan Keuangan, Umum dan logistik
(Lampiran II).

l. Pengelolaan Keuangan, terdiri dari:

a. Belanja Pegawai: Pembayaran Gaji Induk, Susulan, Kekurangan Gaji dan

Uang Makan;

b. Belanja Pegawai: Pencairan Uang Makan;

c. Belanja Pegawai: Pembayaran Tunjangan Kinerja dan Honor Rutin;

d. Belanja Rutin: Proses Belanja Operasional, Belanja Jasa, dan Belanja Barang

(UP, UP KKP);

e. Belanja Rutin: Proses Belanja Perjalanan Dinas Melalui LS Bendahara;

f. Belanja Modal; dan

g. Proses Pengajuan Pembayaran Honor Tim/ Polqia Narasumber dan Uang

Transport Kegiatan.

2. Pengelolaan Surat Dinas, terdiri sebagai berikut:

a. Surat Masuk;

b. Surat Keluar Umum;

c. Surat Keluar Khsusus.

3. Keamanan Kantor;

B. Standar Operasional Prosedur pada Sub $agian Tekrris Penyelenggaraan Pemilu dan

Hukum (Lampiran III)

1. Iayanan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Muna;

2. Pemutkahiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan;

3. Penyusunan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;

jdih.kpu.go.id/sultra/munajdih.kpu.go.id/sultra/muna

jdih.kpu.go.id/sultra/muna
jdih.kpu.go.id/sultra/muna


-15-

4. Penyusunan Keputusan Selrretaris di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupa.ten Muna:

a. Tahapan Penyusunan, Pembahasan dan Penetapan; dan

b. Tahapan Pembuatan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Muna.

5. Penerimaan l.aporan Dugaan Felanggaran Kode Perilaku, Sumpah Janji dan/atau

Pakta Integritas;

6. Peliaksanaan Rapa.t Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupa.ten Muna;

7. Peny'usunan dan Pelaporan Kartu Kendafi dalam Rangka Pelaksanaan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupa.ten Muna;

8. Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Infi:masi Hukum Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Muna:

a. Pengelolaan Website JDIH; dan

b. Pengelolaan Media Sosial JDIH.

9. Pengunggahan Produk Hukum KPU Kabupa.ten Muna pa.da Laman JDIH KPU

Kabupaten Muna:

a. Pengelolaan Website JDIH; dan

b. Pengelolaan Media Sosial JDIH.

10. Penanganan Petraporan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Muna.

C. Standar Operasional Prosedur pa.da Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi

(Iampiran IV)

1. Aplikasi Monev Bappenas;

2. Penyampaian Data dan Informasi KPU Kabupaten Muna;

3. Penl'usunan Laporan Kineda;

4. Peny'usunan Dokumen Revisi Anggaran;

5. Peny'usunan Pef anjian Kine{a;

6. Penyusunan dan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelnjutan; dan

7. Penl,usunan Rencana Kerja.

8. Penyusunan Rencana Kerja; dan

9. Revisi Anggaran;

D. Standar Operasional Prosedur pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat

dal Sumber Daya Manusia (Iampiran V).

1. Pelayanan Informasi Publik;
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2. Penanganan Keberatan Terhadap Pelayanan Informasi;

3. Pengurusan Administrasi Kepegawaian; darr

4. Daftar Urut Kepangkatan.
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BAB IV

PENUTUP

Pedoman Teknis Tata Iaksana Standar Operasional Prosedur ini ditetapkan sebagai

pedoman bagi KPU Kabupaten Muna dalam melalsanakan tuga.s dan fungsi sebagai

Penyelenggara Pemithan Umum dan/atau Pemilihan serta nrgas-tugas rutin lainnya,

sehingga dapa.t melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, efektif, efisien serta

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUA KOMISI PEMIUHAN UMUM

KABUPATEN MUNA,

trd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan uai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM

ri PATE MUNA
S Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

c. Is t
.i
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LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

MUNA

NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA LAKSANA STANDAR

OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PADA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
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KOMISI PEMILIHAN TTMLTM

KABUPATEN MUNA

SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM
DAN I,OGISTIK

Nomor SOP 394 Tahun 2025

Tanggal Pembuatan l5 Desember 2025

Tanggal Revisi l5 Desember 2025

Tanggal Efehif I>@,Glr

Disahkan Oleh
c_ KABUPAT

I

LAO ASKAR ADI JAYA
Nama SOP : Pengelolaan Keuangan

DAS.{R HUKTIM KUALIFII.iASI PILAKSANA

L Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dagan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;

2. Peraturan Me[teri Keuangan Republik Indonesia Nomor
178/PMK.05/2001 tentang Tata Cara Pembayaran
Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;

3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER66/PB/2005 tentaflg mekanisme Pelaksanaan
Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara;.

4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER3/PB/2014 tenlang Petunjuk Teknis Penatausahaarl
Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada

Satuan Kerja Pengelola Anggatan Pendapatan dan
Belanja Negara serta Verifrkasi Laporan
Pertanggungiawaban Bendahara; dan

5. Keputusan KPU RI No.753/HK.o3.ll02l2o2l tefiall,g
Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara
di Lingkungan KPU.

Memahami Alur Penataan dan Pengelolaan Keuangan

JUMLAH PELAKSANA

Minimal 2 orang

KETERKAITAN PERLATAN/KELENGKAPAN

SOP Pemetaan Pengelolaan Keuangan Menuju Transparansi
Anggaran yang Tersedia dalam DIPA KPU.

I. DIPA KPU 2022;
2. RKAKI; dan
3. Keputusan KPU No. 60 Tahun 2022 tentang Juknis Pelaksanaan

Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

PERINGATAN PENCATAT,{N DAN PENDAP,{TAN

Apabila tidak dilaksanakan secara maksimal akan
mempengaruhi realisasi anggaran dan Indikator Kirerja
Pelaksana Anggann (IKPA).

l. LaporanPertanggungiawaban;

2. Laporan LtrVCalk; dan

3. Laporan Simonika/LPPA.
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SPM

Rekap
Ab6sn

Pe6ulaA
Danar

Perltitrrngan
Uatrg

Mak n-
R€kap Uatrg

Matal

30
Menit

Tenploa
d

Aptikasi
Saki

Meoungg
u Hasil
Vali&si
KPPN
(sP2d)

-l Pengiriman ADK
SPM Ke KPPN

SPM besena
laBpiraqa
,ang telah

discatr

2|
Menit

Tenpl@
ddi

Aplil€si
Sakti

Metrutrgt
u Hasil
Validasi
KPPN
(sP2d)

)

MerEerak
L4oratr
Pertanggung
Jarraban
Bendafrara
Pengeluaian di
Aplikasi SAKTI

Meocatat
SP2D

otomatis

5

Menlt

Tertentu
hya LPJ
Pengelua

ra,

I

I

I

I

i

I

I

I I

I

I

I

I

I

I

I

tl

II

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
I
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No Urai!n Proredur

Petskitrr Nlatr BaL]r

PPABP
Berd.hrr!

Peqelusrln PPK PPSPII KP
KPPN/B,nli
Oper.siorrl

/PNS rds
Output

C Behnir Plgixri : Pcmb.!_.mn Tuni.ng.n Xincrir dm llonor Rutin

I

Peoghpnan Data
Tukitr ,"[g
disesuaitan
deryatr Relop
Absensi s€tiap pq
2l bulan
sebelufitrya s.d 20
bufan berjalan
oleh Sub
Kepe9\ aian dan
dibualan rckap
perhitu8ian
se$ai format.
Dar
ditandalalgani
oleh PPK dan
Bendahara

{ l Rekap
Absen

Pegaasai

i0
Menil

R*ap
Peftitun

84tr
tunjanga
n Kircrja

2

PerekafiEn SPP
dan SPM pada

APlikasi SAKTI
dengatr cara
Merekam SPP.

Pencetaka[ SPP.

Validasi SPP-

Pengirimr ADK
SPP dengan OTP
PPIC Pencetakar
SPM
Pengupt@dtan
Dokumen
Pendnkmg
Iairula Vali&si
SPM. dar
Peryiimar ADK
SPM dcngan OTP
SPM

Rekap
Abse[

Perbule-
Daftar

Perhihrngan
uary

Malar
Rekap Uarg

Malan

30
Meflit

3
Penginnun ADK
SPM ke KPPN

SPM besena
lampirantrla

-vatlg telah
discan

2ti
Medt

Teftpl@
d

Aplikasi
Sahi

Mem[gg
u t{asil
Validasi
KPPN
(sP2D)

l

Meoc€tak
Leoran
PeAanggung
Jat+aban
B€ndatrara
Pengeluat-atr di
Aplikasi SAKTI

Mencatal
SP2D

Otornatis
5 Menil

Tete u
knla LPJ
Petrgelua

nm

r(€r I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

m
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No Uraian Proledur

Pelakran, Ilata BaIu

Ker.Bendahar!
Peng€lurr.n PPK PPSPM

IGPN/Brnk
Op.r.!ionsl

IPNS ttr
Output

D Belrtir Rutin : Plo|es Bel.rjt Op.r.rioD.l Bel.ni. J.tr d.rt Bel.D.ir Brrng (UB UP KKP)

I

Melakr*alr
psrsetujuar SPBY
oleh PPK. setelah
itu FerekaDatr
Kuitaosi &r
Mernbual DRPP
oleh bedahara

@a Aplitasi
Sakti

DRPP

2

Me.nbuat
SPP/SPM s€suai
d€ogall DRPP dafi
hdahara
sekaligns di
periksa oleh PPK
terkait akun-atun
1,mg digumkao
uduk p€mh!'aratr
sekaligus
menandaraqatri
perserujuatr

Revolving
Pers€tujuatr SPP,

Validasi SPP &n
ADK OTT PPK
uduk p€nertitatl
SPM.

DRPP
30

Menil

Teftir sPP
dan SPM
beserta

lampiran

Meormggu
Pr6es

validasi
KPPN

11

Upload dokumen
SPM beserta
lampirallll,".
validasi SPM dan
OTP SPM untuk
kftim ADK ke
KPPN

SPM besena
Iampiraon}a
yatrg lelah

discan

Menun

8gu
Proscs
KPPN

Terupl@d di
Aplikasi Sakti

.t

Merce{ak
lapordn
Perlanggutrg
Jatraban
Bendahara
Peryeloaral di
Aptikasi SAKfi

Meocatat
SP2D

Otomatis
5 Menit

Terbenntkr) a
LPJ

Pengelua.rat!

*ir** 
I - |

I

I

I
I

I

I
I

I

I

I
I
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7

Bela"ie kg!*ri : Prorer Bdrnja Pcrj.lrnln Dinat rDehltri lJ Bendrhar.

Uraian Pru$dur

PelsLrior Ma.r BrIu

Bendehsri
P€ngc-l u! rrn

lG3.ubbrg
(fflirp
8.girn)

PPX
KPPN/B8trL
Openriotlll

/PNS ltr
Pels!amtrn Ouapur

E

I

Pro6es
Admidsrrasi :

MeEhrar furcian
Perjalalun Dinas
sesuai felaahatr
Staf dari bogian-
bagiatr lang relah
di acc oleh
Seketads
dis€tujui oleh
PPK sena
disera an di
pengelola
k€ttsngan
(Berdahara)
dihtalliao
Kuitansi Perjaditr.

I

Tehalun
Stddari
b6gan-

bagian tang
melakukal
pe.jalarEn
dan rinciaD
perjalanan

dinas

3 Han

2
Pembualan Surat
Tugas dan SPD

T€laahan
Stafdari
bagiar

bagian )atrg
melakulan
pedalarBn

! aug telah di
itcc

Selcetaris

_10

Menit

Perckanan
SPP/SPM belanja
Pefiadin pada

Aplikasi Sal.ti.
Celak SPP.

validasi SPP.

ADK OTP PPK.
Cetak SPIII
Validasi SPNI
ADK OTP
PPSPM.

SPM bes€na
lampirannya

l-ang telah
discatr

i0
Mcnir

Tflrploa
ddi

Aplikasi
Saldi

l Kirim ADK ke
KPPN

ADK SPI{ 20
Mcnil

Merrungg
u Hasil
Validasi
KPPN
(SP2D)

5

Pembayaratl
perjalamtr dinas
oleh bendalEia
pengeluaratr datr
dibukukar oleh
beodatura sebagar

laporan
perranSguogia$'ab

an di aplikasi
sekti

Mencaut
SP2D

olofiaiis
5 Mcnit

Telhentu
knla LPJ
Petrgelua

r:ul

Ket.

Menuneg
u hos€s
KPPN

PPSPTT/O I

p"."t"r 
i

PeBClol. 
I

I

I

I

I

Surat Irups 
I

den SPD I

I
I

I

I

Tenploa I

ddi I

Ap[rasi I

saldr 
I

I
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Pelalslna Maia Baku
Ur.irn P.o!edsr

PBJ
Bed.h.r.
PcDgelurra

T
PPK PihrL

IG Tig. PPSPM PeE\:ntrn
KPPwBTnt
Opcrrsionrl

/PNS rbi
$ zktu KetOrtput

F B€hnjr }Iodrl

Pro6es Dokuitretr
Koflrak !"trg
tediri dari
dokumen kootrak
antea lain :

Penawaran Harg4
Sural Ferjadiarl
&n Pedukung
Kontml

Kootrak dan
Landralury 5 Han

2

Peogajlutr
Dokunen
Kortrak oleh
PPSPM setelah
lenglqp ban lah
dicatat da.o

didafta*an ke
KPPN

Kc rrak &n
Lamdrantry

a

l0
Menil

Ringkasa
D

Koflrak
telah di

drffartan
ke KPPN

3

Setelah
E€trdapatkan
PerselujlJan
kondrak dmi
KPPN. pembualan
SPP/SPM kotrtrak
sesuai deqatr
rt"ktu
pembqysran ]aDs
t€lah ditentulan
&lam rhgkasa[
konrak^qrnitr
kontrat

Dokumed
Kontrak
beserta

lampiranola
s€na re$rme
kontrat }alg

suda[ di
dafiar*atr di

KPPN

3IJ

Menit

SPP/SP
M

Kontrat
terlampir

{ Upload Dokumen
SPM- beserta
lrtrlpirarl

Vali&si SPM datr
OTP PPSPM.

ADK SPM
dikirim ke KPPN

SPM b€sena
Iampiramya
,r-atrg telah

disca

l0
Menil

Teruploa
ddi

Adikasi
Sahi

MenunSg
u l{asil
Validasi
KTPN
(sP2D)

J

Menc€tak
Lqomo
Penanggung
Jawaban
Bendahara
Pengeluaran di
Aplitasi SAKTI

MeEcatat
SP2D

o(omittis
5 Menit

Teftentu
hJa LPJ
Psngelua

tall

I

I

I

I

I

I

I
l

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

i

tt

I
I

I

I

I

i

I

I

I

I

I
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Lrr:itn Pm.cdur

Pclrkatra Mrra Brlu

KcL
Krsubbrg/
Sel(rrtiri/

Xeto.
PPK B€b&brr

P€a*€luerrh

KPPN/B.Dt
Operrlionrl

/PNS Ybs

G Pro$5 Pergrluu PetDb.yrnn Homr Ttry'Po\js Nrrrlumber d.D Trttrtport K.gi.a.n

I

Perryusunao SK Kelompok
Kerja- Pembuatan SK
Naraslober daIl Tinl/hnitia
sesuai dengan )'ang lerhiftDg
da.lam RKA./Juttris Kegiaran
kemtdian dikorEksi dan
diparaf oleh kasubag sena
ditarddaryari oleh Seketaris
KPU alau Ke a KPU I

Proses
Pelatsaran

Keglatrtl
5 Hari

SK Kelompok Keia.
Na-rasumb€r. Panitia kegiafa[
beserta dala duhrngnla unluk
dikor€tsi oleh PPK ter*ait
Akun datr Nottritral Pokja }ang
rcnuatrg dalam RKAruhis.
Serelah disetujui oleh PPK
dis€nhkatr ke B€odalBra
Pengeluaran untuk dibuatkan
KuitaEi Pembayaran

-:l-l

l

Laporan
Kegiatatr

Rangkap 3

yarg $dah
dilandataEa

tri oleb
piryhan
dalt danar

percrimaan

l0
Mcnir

3

SK dan lapuan Pokja eldah
ditaoddangani Raogle 3

unn* proses Pemboalan
SPP/SPM dan Daftar
PerEriDaan Kelompok Keia
Narasunber dan
Trassponruaq &ku
Kegratan.

ndal

f l
kporatl
Kegiatan

Ranekap 3

, ang sudah
ditardataga

d oleh
piDpinaD
dar! danar

pencrirnaa[

I5
Menit

l
Upload Dokruren SPM.
besena lampiiao- Validasi
SPM dm OTP PPSPI{ ADK
SPM dikirim ke KPPN

L
SPP b€sena
lampiramya
yang telah

discan

30
Merit

Teruploa
ddi

Aplikasi
SAKTI

MeDungg
u llasil
Validasi
KPPN

(sP2D)

i 5

Menil

Terbentu
hla LPJ
PerBelua

ratr

Mercctak L4loran
Perlatrggung Janabon
BendalEra Fengelitar-a! di

ikasi SAKTI

-9-

PPSPM I Perr-rrr.tm 
I

Ouaprt 
I

I

I

tt
I

I

I

I

I

I I

i

I

I

I

I

I

MeElal I

sP2D I
Cromaris II
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KOMISI PEMILIHAN UMLIM
KABUPATEN MUNA

SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM
DAN LOGISTII(

395 Tahm 2025

Tanggal Pernbualan

Tanggal Revisi l5 Desember 2025

Tanggal Efeltif lzq€iDlN.

Disahkan Oleh

iii KABUL tiu -D

1

ASKAR ADI JAYA

Nama SOP r Pcngclolaan Surat Di[as

DASAR HTIKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pernilihan Umum sebagaimana telah diubah d€ngan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023:

Peruuran Komisi Pemilihan Umum Nomor 2l Tahun
2023 terrtang Perubahan Kedua atas PeratlEan Komisi
Psrilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas.

Fungsi, Susunan Orgarusasi, dan Tata Kerja Seketarial
Jenderal Komisi UmuL Seketarial Komisi Pemilihan

Umum Prolirui dan Seketariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupateo/Kolrr
Keputusan Sekien KPU RI Nomor 1889/SDM.0I-
Kplo4tzo2l l€ntang Perubahan aras Keputusan Sekjen

Nomor 652lSDM.0l-Kpt/05lSlNV2O2l lenlang
Petunjuk Teknis Pengalgkatan PegaEai Pemerintah Non
Pega$'ai Negeri pada Selretariat Jenderal KPU,

Selrelariat KPU Prorinsi dan Seketariat KPU

Kab/Kota: dan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 666 Tahun

2023 "fe ang PerubalEn Alas Keputusar Komisi
Pexnilihan Umum Nomor 57 Tahun 2022 T€nlang Kode
Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di
Lingtrrngan Komisi Pernilihan Umunr. Komisi
P€milihan Umum Prorimi. dan Komisi Pemilihan

2.

3

4.

Umum

l. Mqniliki kemampuan administrasi dan pargarsipan dokumen;
dut

2. M€mahani ketentusn Tda Naskah sesuai dengsn PKPU Tala
Naskah Dinas.

JUMLAH PELAKSANA

Minimal 2 orang.

KETERKAITAN PERLATAN/KELf,NGKAPAN

Ifumputer. Pdnter, Scamer. St€mpd, Buku Ageoda, l,embar
Dsposisi dan Lemari Anip.

PERINGATAN PENCATATAN DAN Pf, NDAPATAN

Prosedur ini walib dilaksanakan sesuai alur kegtatan Buliu agenda

Nomor SOP

l5 Desemb€r 2025

jdih.kpu.go.id/sultra/munajdih.kpu.go.id/sultra/muna

jdih.kpu.go.id/sultra/muna
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No UrIirtr Prot€dur

Mrta Bsku

KetPetugrt
TLT

Strf K6lur
&

Sck]ta.rls

Kr.Sub
Bag

Sekrctarir lGtu! Per!!araasb Orrpur

Sum! Masul

I
MerErima dan mencal{ sur:rl

sekaligus melengkapi dengan
lqmbar disposisi

I Surar Masuk
buku agenda

lemb6.
disposisi

l5
Me.it

Suml
siap

ditposisi

2

Mererima srrat dan k€mudian
nreneruska.o ke
Ketua/S€lxref fr is (se$ai tujuatr
grra0

L Surat Ma$k
dan tambar

dispo6isi

l0
Merit

Surat
diferus&a

oke
K€turS€
ketads

Mercatat isi dan tujuaD
disposin I I

Surat Masuk
datr lerDbar

dispoGrsi

l5
Merit

Isi
disposisi

dan
terdistrib

u5r

.t

Merrcatat diFpan agenda
(Surat
undangan /Pemberitahran

acrn|) I __l
Sulal

Masuk
lembar

disposisi &n
Fpon

ag€nda

l0
Metlit

Isi Surat
terBlat
ti[tuk
media

itrftrnas
i

Mengemba.likan Surar yang
telah disposisi
Kaua/SeHaris &n
mendisribusik o sesuai isi
dispo6isi serta mefigisi

MerEtat hasil distribusi sural
melalui buh! ageda
elektrodk

Surat Mae*
lembsr

disposisi

l0
Menit

Surst
terdislrib

usi
sesuai

tujuatr
disposisi

6 Buku agenda
5

Mcrut

Relapitu
lasi sural

magrk

B. Surat Keluer Umum

I

Meqyu$ta Daskah $riat dins
se$ai isi su.at da isi lembar
dislosisi

Sura Masrk
& Lembar
disposisi

t5
Merit

Dran
Surat
Dinas

2
Memcritsa isi sural datr
melalnrkan parah koodinasi

Dran Surat
Dinas

l0
Menit

Sural
Dirus

Memeriksa isi su"al dao
melakut n tanda laDga! t-

Sur.t DiMs l5
Merit

Surat
Dinas
siap

dirEgtsira
si

I
Memeriksa sural
distrihEikan ke
untuk dilakutan
$r'at keluar

uduk di
Ka$bag
registrasi

__l Surdl Diias
l0

Menil

Surat
Dims
siap

direglnra
si

5

Menerima surat lang telah
ditandatangani
Ketua/Sekretaris

L Sulat Dir:rs
IO

Menit

Surat
Dioas
siap

dir€gistra
si

6
M€lakukatr r€gistnsi surat
keluar

Sural Dirus
buku ageoda

Mcnil

Relapitu
lasi sural

keluar

I
I

I I

I

I

I

I

l--l--
J

I

I

I
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jdih.kpu.go.id/sultra/muna
jdih.kpu.go.id/sultra/muna


-t2-

C. Surat Keluar Khusu!

I
Menyu$D oaskah $rat ditr6
sesuai isi suat dan isi lcrtrb@

disposisi

Sur-at lvras*
buku agenda

lembar
dispo6isi

t5
Melrit

Dmn
Surat
Dinas

2

MeEeriksa isi s:urar dall
melakutan paraf koodi&si
(seluruh komisioner untut
surat KEtua)

t
DraII Surat

Dinas
I Hari

Sural
Dinas

3
MeBrima isi $rar &n
melahkatr taodatarlga! I Surat Di,tas

t5
Menit

Surat
Diras
si4

diregisira
si

{
McrErirua su:lt utrtuk
dinribosik ke Ka$bag
unnrk dilakukar r€gisrrasi
$I-at keluar

__l Surat Dinas
l0

Metrit

Sural
Dinas
siap

dirEglnra
si

5

Meoerima surat yatlg telah
dita alansafl
(Ketua/Sekeraris)

L Sural Dirlas
l0

Menit

Surat
Dinas
siap

diregista
s!

6
Melahtan registrasi suaf
lelua,

___l Surat DiIlas
buku ageda

5

Menrt

Rekapitu
lasi qrral

keluar

I

I

I I

I

I

I

jdih.kpu.go.id/sultra/munajdih.kpu.go.id/sultra/muna
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KOMISI PEMILIHAN TIMUM
KABUPATEN MIINA

SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM
DAN LOGISTIK

Nomor SOP 396 Tairw 2025

Tanggal Pembuatan l5 Desember 2025

Tanggal Revisi l5 Desember 2025

Tanggal Efehif l5_Pe+S<!D5

Disahkan Oleh l;i
c- !J

'rl

7
ASKAR ADI JAYA

Nama SoP : Keamenrr xrNif-Z
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

l. Undang-UndarE Nomor 7 Tahun 2017 tentary
Pernilihan Umr-un sebagaimana telah diubah d€ngan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2l Talttm
2023 l$lanq. Perubahan Kedua a16 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,
Frmgsi, Susunan Organisasi, dan Tala Keda Seketarid
Jsderal Komisi Umunr, Seketariat Komisi Pemitihan
Umum Provirsi dan Seketarial Komisi Pernilihan
Umum Kabupal€xt /Kot4 dan

3. Keputusan Sekjen KPU RI Nomor 1889/SDM.0I-
Kpt1}4l202l tqrtang Perubahan aras Keputusan Sekjen
Nomor 652lsDM.0l-Kpt/05l9lNll2ozl tentang
Penmjuk Teknis Pengangkalsn PegaB'ai Pemenintrh Non
Pegawai Negeri pada Sekretarial J€nderal KPU.
Seketarial KPU Provinsi dan Seketariar KPU
Kat/Kola.

l. Merniliki kemampuan a&nhistrasi i
2. Memiliki keberanian dan kemampuan 6sik dan
3. Mampu melalani tamu dengan hurnanis.

JUMLAH PELAKSANA

3 (tiga) orang.

KETERI(AIT.AN PERL{TAN/KE LENG I(APAN

Senter, P€ntungan dan lampu Parkir, Camera CCTV

PERI\G- T.{TI PENCATATAN DAN PENDAPATA:\-

Buliu Tamu dan Buku Mutasi.Prosedur ini u'ajib ditaksanalun sesuai alur kegiatan.

jdih.kpu.go.id/sultra/munajdih.kpu.go.id/sultra/muna
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No Urrirn Pro.edur

Pelaksn! Mata Brku

Peaugrr
Perrng$rq

I(lSubrg
Keuarlgaq
Umulr| &
Lai.tik

Sekrcrsrir Pcrsl_arslrn Outpul

I
Men8atur jadval piket penjag,aan

katrlor untut nulam & siatrg -_l Ken s.

Ballpoint

I x24
Jam

Dran Jad$"I
Piket Ja8ad

Saksam

2

Kasuba& Ke"rngf,. Umum &
Logisrik Eemberi p€netujuan
terhadap jad$'al piket

Ballpornt

Jadiral Piket
lagd

SalGana

Melakutar pesensi rnasut &
FlaDg Petugas piket

I Mesin
6ngerprifi

Pres€nsi
Kehadiran

l

Membantu me4atur k€ndaraan
parkir u uk kendaraan lramu.
pega$ai & PiEpinan baik jaE
tantor mauputr setelah jan
kantor

FiDgerprir{
Lapordn
Prcsensi

Kehadiran

J
Merapilel meja & men8ecek
Peralatan Keadlaian

Peralatan
Petrgamana

a

Kerdaraan
Kantor

tersus-un

dengan tertib.
r@ih & lancer

6

Menjaga inveDlaris peralalal
kanlor (t€musuk memeriksa
APAR secara berkala) dan
kendaraar dinas !"ng diparkir

Cek list
peralatan
keamarun

Laporan
Kondisi
peralala.0
kearnalan

1

Melakukan Patroli Keaoan fl
Ka or s€tiap 3 Jam Setali
(me[gootrol nungan kerja.
memaslikan barang elek.onik &
meryunci pintu)

Peralatao
Petrgamana

tr

Terjaganta
kearEnan dat!

ketertiban
kaflor

8

Melat'ani tamu dengao Semllo,
SaF- Salan (3S) &tr
Deryarahkall tamu unluk
melapor Petugas da, meDgisi
buku lamu sefia mengaotal tamu
ke rualgaD tunggu

Handphone
& MeDgisi
BDku Tamu
(regislrasi)

Laporan
Fatioli

Keanraual

9
Serah rcrirDa tuBas jaga dari
Penjaga baru

Buhr Tamu
&

Balpoint/F
ormulir

Buku Tamu

Laporan
Kunjungan

Tamu

t0

Pe.sonil di *"Lili Daruu
rclapo*an has,l Situasi
KeatDamtr selaDa I x 24 jam ke
PeDanggurtgiawab

L- Buku
Murasi &
Ballpoinr

Buku Mutasi
lagad

Saksaru

l,.*

I

tt

I

I

I

I

I

I
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ll
Penaqgugiawab melapo*an
k€ KasubaS K€uangan, Umue &
Logistit

tapordn
K€rnarun

Harian
(ootilte)

Iaporao
Keatnarutr

Harian
(olrlioe)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA,

ttd.

T,A ODE MTJHAMAD ASKAR ADI JAYA

dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM

N MUNA
Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

rlirl

sI
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LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

MUNA

NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN TEKMS TATA LAKSANA STANDAR

OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PADA SUB BAGIAN TEKNIS PEI{YELENGGARA PEMILU

DAN HUKUM
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(, --a N r,

KOMISI PEMILIHAN UMTJM
KABUPATEN MTINA

SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEIUILU DAN
DAN HUKUM

Nomor SOP 397 Tahun 2025

Tanggal Pembualar l5 Desember 2025

Tanggal Rerisi l5 Desember 2025

Tanggal Efeltif ,z'*(ffi' 2025

Dsahkan Oleh

KABUPATEN
l/ru

odr Askar Adi
Nama SOP r Lsvamn Antar Walitu

DPRD Kabu llluna

KUALIFIKASI PET-AXSANAD,{SAR HUKTI}I

I. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 le sng Kelerbutaao
Informasi Pubtik:

2. Undang-Undang. Nomor ? Tahun 20 I 7 tentang Pemilihan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2023:
3. Peratwan Menteri Penda)'agunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Pe )-usunan Slandar Operasional Administrasi Pemerintahan; dan

4. Peratuan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahrm 2025 tentang
P€nggantian Antarw'aktu Anggota Dewan Perwaliilan Ralil'ar,
Devan Perwaliilan Daqab- De$an Perwaliilan Rak41 Daerah
Protinsi dan Dewan Pern'altilan Rakl'ar Daerah Kabupatfl/Kota

1 . Pejaba yang bern aung/sesuai Tupoksi:
2. Memiliki kemampuan administrasi dan pela;vanan

infomasi;
3. Marnpu menangani permohonan dengan afrif: dan

4. Morgaahui informasi kepemiluan dan pengetahuan

tentang Penggantian Anlar Walitu.

JUIlILAH PELAKSANA

Minimal 2 orang.

KETERI.(AITA\ PERALATAN/KELENGKAPAN

SOP P€ng4uan, Verifikasi dan Penetapan Calon Anggota DPRD
Kabupaleo Mlma

Ruang Rapal Pleno, Komputer. Printer. Mej4 Kursi,
Dollmen Hasil Pemilu Legislarif.

PERTNGATAN PENC-{TATAN DAN PENDAPATAN

Prosedur ini w4jib dilaksanakan sesuai alUI kegratan.
l. Pencalatan dalam matrik kegialan dan pemrgasan: dan
2. Laporan pelakasanafi .
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Ursirn Pmledur

PelaIJars Mutu B.lu

Pemohon

X..ub.g
Tclui3 drr

HukuB KPU
Kah MuBr

S.kEt.rit
KPU Krh

Munr
P€B!rrrltD Output Kcl.

I

KPU Kabupaten
MeneriEa Sural
Permintaa, Calotr
Petrggad Afiar
Waktu (PAW) &ri
DPRD Kabwatetr

Surat
Permintaall

!'ang
ditardalarya

Piryinatr
DPRD
KabirFten

l0 nlcnil Disposisi

2

Sekqaris
MeoeriEa Dispo$isi
Surat Persi(aan
Caloo PAW dari
DPRD Kabuparen
Muoa

I Disposisi/
Arahrn

3

Kepala Sub Bagian
Mercrim, Disposisi
Surat Permirnaatr
Calotr PAW dari
DPRD Kabryaten
MuDa

Disposisi/
Arahan

15 nrcnit Disposisi,/ Arallarl

l

Kepafa Sub Bagian
metalorkan
pencrrmatan su!'at
permi aan calon
PAW &r
rnenyiapkan daflar
dokumen
pudukung

Surat
Peami{aan

15 menil
Diposisi dan
Catam Hasil
Pcl,kcanran

Staf pelaksana

menliap*an sumt
undangao pleno
KPU IGbuFten
Muna dalam raagta

Fme.iksaan
pemenullan
peFlaratatr calon
PAW

Disposisi/
Arahan

l0 menit
Sura udatrgan
plero

()

Staf pelaksatra

men] iapkan
dokunetr
pedukung dan
kebutuhatr pelrio
KPU KabuFtetr
Mutla

Disposisi/
Arahan

120 inenil

Data DCT. SK
KPU Ie atrg
Rekapitulasi
Perolebatr K$rsi
dan Calon
Teryilih
Pengaturrtr
lerl(eir

Plcno KPU
lGhrparen Mutra
dalam raogka
pemeriksaraan
verifikasi
pemenuhan
pers_\'ar'atan calon
PAW

UMargan
Pleno

hling
lambat I hari
scielah sural
perminlaan
calon PAW

diterima

Berita Acara basil
Pleno

8

$8f pelaksala
rnelahlkatr ieul
dokunen kedalam
Sislem lnforDasi
Petrgganti antar
rr?ldu (SIMPAW)

Surat
Perrdntaan
caloo PAW
dan
Lanq,iran

60 menit
Dokumen
terinput dalam
STMPAW

I

I

I

I

I

jdih.kpu.go.id/sultra/munajdih.kpu.go.id/sultra/muna

jdih.kpu.go.id/sultra/muna
jdih.kpu.go.id/sultra/muna


-4-

Urrirn Proredur

Mutu Brku
Krsrb.g

Teloii drn
HukuE KPU

K3b
KPU Keb

Pelak'anr Per.Jrr!laD Output I(eI

Std pelaksars
meEyiad€n Berita
Acara Hasit dalam
pemedtsaar/
verifitasi
FB€OutAn
pers)"r'aran aalon
PAW

Ardha
Calaratr Hasil
Pleuo

120 menit

60 menil

Ihan B€rita

l0

KPU Kabupaten
Muna
meDandatatrgani
Barita Acaia hasil
peme.itsaa!
pemenuhan
pers)'aaatan calon
PAW

_l Drafl Berita
Acara

Berita Acaia
Hasil Pleno

II

KPU Kab. Mtllla
meyl4katr dan
menlaDpaitatr
Suiat Permi aatr

laporan LHKPN
kepoda Partai
Potilit

Disposisi/
Arahan

60 Menil
Surat Permiflaan
LHKPN. Tanda
TerirB Surar

t2

Stsf pelrtsda
rn€flliq*m &an str'd

calql
PAW dm DokuDrn

drn
dismpaikan kepads
KeDah Brsirn

Belum
Drafl Surat 60 Menil

Tanda Terirna
Surat

l3

Kepala Sub Bagian
melakukan
pemedkasaan

kesesuaian

_t AralEn dan
Catatan

l3 menit
Disposisi datr
Araha!

l{

Kepala Sub bagan
rnelakukan

Fmeritsaan
dohmen &n
keleogl€pan
dokumea s€rta
membe kan paraf
Dersetuiuan

I-

Araha datr
catatan hasil
pemeritsaan

l0 menit
Dran $ral &n
Dokumeo
pendukmg

Bcluln

Scsuai

l5

Slaf pelaksaru

Bl€ocima psal
koodimsi Sels.tEis
tt tait $Jrat u$th
calca PAW datr tElda
tsngm Ketr:a KPU
KahDolia Muoa t-

Draff surat dan
Dokutrre[t
p€rdukurB

15 menil
Disposisi, Arahan
dan Dokumer!
Perdukutrg

t6

Staf pelaksana

metrliapkan draft
slrar petryampaian
rtaoa caloo PAW
kepada DPRD
Kabupaten Mutra

Dran $ral dan
Dokutrr€n
pelldukug

30 menit

Surd
perya$paian dan
dolumetr
pe ukug

l1

Menyampaikan
surat kepada DPRD
Kabop6ten
ditembskan kepada
MeDdagri.
Gubemiur. Parpol
&tr Fra&si

J Surat
penyampaian
datr dokuDen
penduklmg

30 meni(
Trrde Teritrle
Sllrel

,

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I I I
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Undang-Undang Nomor 14
Informasi Pubtik:

Tahun 2008 tentang Keterbukaan

2

3

4

)

6.

UndangUndang. Nomor 7 Tahun 20 17 tentang pemilihan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2023:
P€r-aturan M€nteri Pendal'agruraan Aparalur Negara dan
Reformasi Birokasi Nomor 35 Tahun 2012 Tenung nedoman
Penl-usunan Sandsr Operasional Adminisrasi pemerialuq
Peraluran Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Pendanararl Verifikasi dan Penetapan partai poliui pesen;
P€rnilihan Umum Anggota Delan peN.akilan Rak al dan
Deuan Perualiilan Raliar Daeraq
Peraluran Komisi Pemilihan Umum Nomor ll TaIrILfi, 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi pemiliha[ Umum
Nomor 4 -lah,j,l, 2022 tentang pendaffaran, Verifikasi dan
P€netapan Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota
Dervan Peru'aldlan Rakf,al dan Den'an perw.akilan Rahat
Daeran; da.n

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 65E Tah|m 2024
tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi pemilihan Umum
Nornor 1365 Tahtm 2023 tenlang pedoman Teknis pemutalihiran
Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sisem
Informasi Partai Politik.

Prosedur ini rvajib dilaksanalian sesuai alur kegiatan.

Nornor SOP 398 Tahun 2025

Tanggal Pembuabn l5 Desernber 2025

Tanggal Revisi I5 Desember 2025

Tanggal Efektif 2025

4U
KAA

Disahkan Oleh

Askar Adi a

SUB BAGIAN TEKNTS PEI{YELENCGARAAN PE]IIILU
DAN HUKITIII

KOMISI PEMTLIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

Nama SOP : Pemu Politik Secara

DASAR HUKTIM KUALIFIKASI PELAKSAN.{
I
a

3

4

Pejabar yang ber$ €nang/
Memiliti Lemamguan
ioformasi:

sesuai Tupolsi;
ad-uinistrasi dan playanat

Mampu menangani permohonan dengan altif: dan
Mengetahui informasi kepemiluan, dan Sistem
Informasi Partai Politik.

JUMLAH PELAKSANA

Mlnimal 2 orang.

KETERI(AITAN PERALATAN/KELENGKAPAN

SOP Pengajuaq Verifikmi dan Penetapan Calon Anggota DpRD
Kabrpalen Mun8. SOP Lal.anan Penggantian Antarnaktu Anggots
DPRD l(abupalen Muna-

Ruang Rapat Pleno- Kompuer. pinter, Mqa Kursi,
Dokumen Hasil Pen€napan Panai Politik Nasional.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDAP.{TAN

l. Pencatatan dalam mariks kegiafan dan penugasaq dan
2. Laporan pdaliasanaan.

B€d.dsniut n

I
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PehLr!ra Mutu Baku

Urrirn Prolcdur
Pemohon

Krlub.g
Telni. drn

HuluD KPU
Krh M{rs

Sclrrt!ris
KPU Xrb.

Muoa
P€l.ksDr PertrrraaiD Walau l(e!Ouaput

KPU lkbuparetr
Mur|a Menerioa
Dala Hasil
Pemutathirdn Data
dari Panai Politik

Hasil
Pemuakhiran
Data knai
Politit

l0 menit Disposisi

2

Melalui

Kapala Sub Bagian
Menerima Disposisi
llasil Pemutalhiral
Data hnai Potitik

Hasil
P€mdalihiran
Daa Partai
Politik

l5 menit Dsposisi,/ Aralun

Slaf PelaksalaDa
melahlkan
pencernulaa datr
Verifikasi
Pemutakhiran Data

PolilikPanai
melalui

Hasil terilikasi
PeEualhiran
Dda Paflai
Politik

I tlari
Kerja

Diposisi datr
Catatan }fasil
Pelaksaaan

{

Staf pelaksaru
meryiapkan Dran
sural uldangan
plerc KPU
KabuDaten Mlma
dalam rargka
pemeriksaa[ Hasil
Veritrtasi
PenuEkhiraD Dala
hflai Potirit

Draff Surat
Urdangan Pleno 30 menir

Surar lmdalrtatr
pleno

5

Staf pelaksaDa
rterEriua paraf
koorditrasi Kepala
Sub Bagian Te*ait
Surat UDdaBn
Plero KPU Mum

Drd
Surat/Arahal

6

Slaf pelalsatra
merErinu paraf
koordinasi
S€krelaris Terkail
Sural Undagan
Pleno KPU Muna

Draft
Surat/Arahan

1

Staf pelaksam
menyiapkan
dokuruen
pedukutg daa
kebutuhar plem
KPU KabuFten
Muru

Dran
SuraYDokrmeo
Perduturlg

120
nr€nit

Data }hsil
Verifikasi
Pem' n,lhiiatr
Data Panai
Polirik

8

Kepala Sub Bagiatr
rnelah*a,l
Fmcrilsaarr
l(es€suian

Dokumea
Pedukung

9

Pletro
Kabupaten
dalam

Pemeriksaao
Verililcsi
Pemutaktrirao
Panai Polirik

KPU
Mma

rangka
Hasil

Data

Berita
Hasil
Pletro

Acam
Rapat

I Hari
Kerja

Berira Acara hasil
Pelno

I

I
I

lr--.-

I

I

I

I

I

I

I

I

I
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Umirn Pmsedur

Pelak5anE Muru Brku
K.rub.g

Telnir drD
HdorhI(PU

Krb

Sekrerrrir
KPU Krb Pehkad. Perr)ar.l!n Oulpot Kcr

l0

Staf Pelaksam
metryiapkan Draf
Berita Aca.a
Rekapitdasi Hasil
Pemutakhiran Dala
Partai Politik S€cara
B€rtelanjrnan

I DlaR Berita
Acara
Rekapitulasi
Hasil
VeiriEkasi

120 m€nil
Dokume[ di
Uduh dari Sipol

ll

KeFla Sub Bagian
melalotan
Pemerilsaan
tertadap k€sesuaian
dotumen

Drd Berita
Acaia
Rekapitulasi
Hasil
Verifikasi

60 Medt

t2

KPU Kabupaten
Mutra
rnenaqbtatrgani
Berih Acaia
Reeapitulasi Hasil
Veriftasi
Pemurakhiran Data
Parlai Folitik Secara
B€rkelaqiutm

Berita Acara
Rekapitulasi
Hesil
Verifikasi
Pemutakhiian
Dara Paflai
Politik

120 menit Berita Acaaa

l3

Stsf Pelaksana
MetrgirFrl dan
Mel8apload Berita
Acara Rekapitulasi
Hasil Pcmutalhiran
Data Parrai Politik
di Sipol

L Draff Beriia
Aaara

60 menit
B€rira Acara di
Inpn/di upload di
Sipol

l.t

Berifa Acara
Rekapitulasi Hasil
Verifikasi
Pemurathiratr Data
Partai Politik
disanryaikan kepada
KPU Prolinsi

Berita Acara
Rekapitulasi
Hasil
Verifikasi
Pemuakhiran
Data Pani
Politik

60 Meml

Tanda Terirna
Surat/Berita
Acara
disampaitan
melalui Sipol

ln"l I
I

I

I

I

I

I

L

I

I
I

I

I

I
I

I
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Disahkan Oleh

Komiai Pemilihan LImum

Nomor SOP

Tanggal Revisi

Tanggal Pembuatz!

KOMISI PEMILTHAN TIMUM
XABUPATEN MIINA

StIB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGANAAN
PEMILU DAN HUKUM

Nama SOP : Pcnyrrsunan lGp
Kebuprten Muna

KI JALIFIKASI PELAKSANADASAR HUKUM

l- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peratwan Undang-Undang;

2. Peratuan M€nteri Perdayagunaan ApaBlur
Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 35

Tahun 2012 Tentang Pedoman Penlusunan
Stardar Operasional Administsasi Pemerfutahan;

3. Perduran Komisi Pemilihan Umum Nomor 2l
Tahun 2023 tent ng PerubalEn Kedua alas

P€raturan Komisi Pemilihan Umum Nomor l:1

Tahm 2020 t€ntang Tugas, Fungsi- Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Seketarial Jerderal
Komisi Pemilihan Umurn, Sekrctarial Komisi
Pemitihan Umum Provinsi dan Seketarial
Komisi Pemilihan Umum Kabupsten/Kota:

4. Peratuan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16

Tahin 202.1 lentang Jaringan Dolrrmentasi dan

l. Memahei prosedur dan alur pengqiuan leputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Muna,

2. Mem8tEmi bahan dan dokumn penduhmg datam omponen
penlrsuoan keputusan Komisi Pemitihan Umum Kabupaten MlIIl4
dart

3. Mampu berkoordinasi dengan sub bagian di linghrngan Komisi
Pemilihan Umum lGbupaten Muna-

JUMLAH PELAKSANA

Minima.l 2 orang.

Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
dan

5. Keputusan Komisi Pernilihan Umum Nomor
200 Tahun 2024 tentang Program Penllsunan
Rancangan Peraturan Komisi Pe{nilihan Umum
Tahun 2024.

PERL{TAN/KELENG I(TPANKETERKAITAN

Komputer- Prinler- Scanner Stempel. Lemari Arsip.SOP Penerimaan Surat

PENCATATAN DAN PEN DAIAT-rr*PERING-{TAN

Prosedur ini rv4ib dilalisanalian sesuai alur kegiatan.
l. Buliu Laporan Mruk dan
2. Buliu Registrasi Laporan.

Tanggal Efeltif

jdih.kpu.go.id/sultra/munajdih.kpu.go.id/sultra/muna
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Urrirn Pmscdur

Pelakanr Mata Bak!

Mr3ing
BarinS

tlrbbrgirn

Ketua
dan

Anqgota

X$ubb.g
Telnir d.n

Huklm
PelrIlrna IGcngk p.D Outpln

I

Masing{iasing
s!bbagian
mengusulkan &n
mengajulian konsep
Keputusan dengan
meD!'enatan
dohmell pendukuru

DokuEen
Pedukmg
Kepuusan

Dalam
Kotls€p
besena

data
pedukung

Dokumen
data tukung

konsep
teputusan

berisikau isi
&n tujitar

pen)'usuun
keputusan

2

Staf pelatsam
ln€olu$n dran
keFttusatr
b€dasarkatr
doku0en daa data
pendukung

I Hari
Draft

KeF Usan

Pembuatan
draff

keputusan
disesuaikar

dengn
ket€ntuan

lata iaskah
dinas KPU,

Dmf,
kEputusan

dihal
midnlal 3

ranskaD

Kepala Subbagiao
Tektris dan Hukutr,
S€helaris. Ketua
dan A[88ota
melakukan koreksi
terhadap dran
keFrtusan

I Hari
Bahan

rclisi draft
keomsan

Pe.baikan
melipr lata

naskah
din6 da nisi

dran
Leputusan

{

Staf Pelaksala
mehkukan
perbail@ dran
keFrtusan
berdasarkatr hasil
koreksi

lr

D.afl

l0 Mcnrl
Keprusan

hasil
kore*si

Verifikasi
Awal

kelengkapan
dokumen
kaporan
meliputi

kes€sraian
laporan
dengan

model PP-2
&Il

dohrmen
Derdukuns

:!

Staf Pelaksana
memirta ftottror
keFrtusatr kQada
D6gie Tala Usaha

:r Ntenir

DrEfl
KeFrtusan

tug
b€momor

dan
tel(atat
dalam
htku
mmor

Perlomomn
keputusall

disesuaikan
deogan

k€le uan
klasifrkasi
aEip KPU

6

Kepata Subbagian

fang meogusulkan
Keputusal Kepala
Subbgian Telois
&rt Hukum dar
S€k raris
memb€rikar Paraf
rerhade drdn
keptusatr

-r-l-{.l+_l

I lx"tl
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

t

I

I

I

lt

I

I

I

I

I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I Drdn 
I

15 Menit KeFltusan 
I

i t€tparaf I I
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'l

Ketua dan Alggola
EEmberikan paraf
koqdiusi terhadap

drafl kepulusan dan
Ketla
menardatangflni
KeDutusan

l5 Menir
KeErtusan

tettanda
tangan

Paraf
koordinasi
dibubu[}an

dalarD
kol6r cap

paraf
koordinasi

8
Staf Pelatsana
menlusun salinan
keprttusall

5 Menit
Dran

salinatr
keputusan

Pemhlatatr
drai salil|an
keFltusan

sesuai
dengrr

k€tetrtuan
tala trEkah
dinas KPU.

salinan
dihlat

mininal 3
mnd{ap.

9

Kepala Subbagian
Teknis den Hukum
memberikatr taDda

lan8pjl SalirEn
Keputusatr

5 Menit

Salinal
KeFrtusatl
Tertandata

ryad

l0

StaI Pelatsana
nrelatukan

Pengarsipan
Keputusatr &tr
Salhalt Keputusatr

5 Menit

Peryarsipa
n dalam
lemei

arsip daIl
disitd

I
I

I

I

I

I

I

I

I

I
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Nooror SOP 399 Tahun 2025

Tangal
PeobuataD 15 Des.Eb€r 2025

Tangal Efeltif 5

K AUPATEN
t/1u

E*1

i:
a

o
ASI(AR ADI JAYA

Disalr-kan Oleh

Naloa SOP : Pe.y[.un..n
Lingkungan KoEltl Peolllhan UouB K.bupstea Muli

Sctret.rL dt

XOf,IISI PEIIILIHAIT UMUM
KABUPATEN MUNA

SUB BAGIAII TEXITIS
PETTELEI{GGARIAIT PEf ILU DAI|

HUKUU

l. MemahaEi proses pcngusulan Keputusan SeLr€tEis
KPU Kabupatco Mrrla;

2. Memahaai alur pea5msunan da pcmbahasan
Keputusan Sekletads KPU KabupateD Muna;

3. Memah@i peucerEate penyusrE@ Keputusan
Sekrctaris I(PU lhbupate! Mun4 dan

4. MerlahaEi alur penJrusult r Keputusa[ Sekretaris
KPU Kabupateo Muna-

KUALIFIXAIII PELAKSIAI{A

6. Undarg-Uodaog NoDor 7 Tahun 2017
tentarig Pemilihao UmuB
sebagaioaaa telah diubah de.gm
Undan8-Undang Nomor 7 Tahun 2023
tentang Penetapan Pelatuler
Peoerintah PeDgganti Undang-Unda!8
Nomor I Tahufl 2022 tenta.Dg
Perubahait atas Undang-Undaog
Nomor 7 Tahufl 2Ol7 tentanS
Peoilihan Umuo Menjadi Undang-
Undatrg;

7- Peraturan Komisi PeEiliho UrauE
Noaor 8 Tahu-n 2019 tenteg Tata
Kerja Kooisi Pemilihaq Umura, Komisi
PeEilihan Umura Prouinsi, ddt Komisi
Pemilihan Umuo Kabupaten/Kota
sebagaiaana telah beber+a kali
diubah terakhir dengar Peratu.ran
KoEisi Peoiliher UEuE Noaor 12
Tahun 2023 tentang Perubahaf,!
Kelima atas Peraturan Koaisi
Pemilihan Umua Noaor 8 Tahurr
2Ol9 tentalg Tara Kerja Ko4isi
Pemilibal Umuo" Komisi Pediliham
Uoum Provinsi, daa Koaisi Peailiha!
Uoum Kabupateo/ Kot4

8. Peraturan Ko@isi Petailihan UEUE
Noaor 14 Tahun 2o2o tentang Tugas,
Fuigsi, Susu-oaa Orgaoisasi dat Tata
Kerja Sekreta.ris Jenderal Komisi
Perailihaa Umum, Sekrctariat KoEisi
Pemilihan Uduo Ptot iosi da
Sekretaiat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota $bagaiEdta telah
beber4a kali diubah terakhir deDge
Peraturan KoEisi Pemilih,q UEum
NoDor 21 Tahun 2023 teatang
Perubahan Kedua atas Pcratu.rao
Komisi Peoilihan UBU!! NoEor 14
Tahun 2020 tenrarg Tuaas, Furgsi,
Susurad Organisasi, dsrl Tata Kerja
Selnetaiat Jenderal KoEisi Peailihat
Ur!u!,I, Sehetariat Koaisi Pemilib,an
UEuB Provioai, tlat s€kretariat
Koidsi Pemilihar Umur!
Kabupate!/ KotEu

9. Peraturan KoEisi Peldlihra U@uo

DASAR }IUKUM

jdih.kpu.go.id/sultra/munajdih.kpu.go.id/sultra/muna
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NoEor 2 Tahun 2O2l irotang Tata
Naskah Dinas Kooisi Peaihha
UmuE, Koidsi Pemilihan Uaum
Provinsi, dan Komisi PeBiliha[ UmuE
Kabupaten/Kota sebagairlan telah
diubah deogan Peratutan Komisi
PemiLihan UEum Noraor 8 Tahun
2021;

lO. Peraturan Kooisi Peoilihan Umuo
Nomor 1 Tahun 2022 ld.nttug Tata
ceia Pembentuta! Peratutan dan
Keputusan di Lingkungan Koaisi
Pemilihar Umuoi da.!l

I 1. l(eputusa! Komisi PeEililtao Ulllum
Noaor 197 Tahufl 2022 tentang
Pedoman Teknis Peo1rusunan
Keputusan di LingkungaIr Komisi
Pemilihan Umua.

XETERI{AITAN PERALATA}I / XELEIIGXAPAX

f. SOP Tara NasLah Dinas di Lingkuogan
l(PU, KPU Proeinsi dd KPU
Kabupalen/ Kotzg darl

2. SoP Penyusrrna Keputusan KPU
Kabu Muna

1
o

3
4
5

Buku agenda;
Perangkat komputer, Printer dan scaloer;
Fleshdisk dan Map Ordener;
SteEpel salirx@ da,l CaP dinas; dao
ForBulir

PERII{GATAfl PEI{CATATAIT DATI PEI{DAPATAX

Dis@pan dalam be[tuk naskah asli &ardcopy,] dan naskah
asli elektronik {soJtoopy,

I

I

I

I
I

I

Ikeputusart.I

I

II
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400 Tahun 2025

15 Desember 2025

l5 Desember 2025

15

h:ABUPATEi..I
t,1u

1

ASKAR ADI JAYA

Disahkan Oleh

Nomor SOP

Tanggal Efelrif

' Tanggal Pembudan

KOMISI Pf,MILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

SL'B BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
PEMILU DAN HUKUM

Nama SOP : Penerimaan [,aporan Dugafi Pelanggaran Kode
Perilaku, Sumpah Janji, dan/atau Pakta Integritas

i Tangeal Rwisi

Kt]ALIFIKASI PELAKSAIiADASAR HT]KI-i[I

L Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan lnfomasi Publik:

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tedang
Pemilihan Umum sebaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023:

3. Peratuan Menteri Penda)'agunaan AparaJur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 T€ntang Pedomsn Penyrrsrman
Stadar Operasional Administrasi Pemerintahan:

4. P€,ratuan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tatun 2017
t€ntang Penggantian Antar Waltu Anggota
DewanPerualiilanrary*al,DelranPerw'akilan
Rab'al Daerah Daerah Provinsi dan Dewan
Penraliilan Rabal Daerah KabupaterVKota

5. P€ratuan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2l
Tahun 2023 te ang Perubahan Kedua das
P€ratuan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

Tahrm 2020 tentang Ttrgrs, Fulgsi, Susunan
Organisasi, dan Tara Kerja Seketarial J€rd€ral
Komisi Pemilihan Umurrl Seketarial Komisi
Pernilihan Umum Provirsi dan Seketarial
Komisi Pemilihan Umum KabuparaL/Kotq dan

6. P€ratunn Komisi Pemilihan Umum Nomor 22
Tahtm 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik di Komisi Pernilihan Umunr,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum

l. Mernalumi ketentuan KPU tentang p€oanganan laporan dugaan
pelanggaran kode perilalsl sumpah jar{i, dao/afau paha inlegntas:
dan

2. Memahami ketentuan Tata Naskah sesuai dengan PKPU Tata Naskah
Dinas.

JT:\IL.{H PELAKSA\A

KETERKAITA\ Pf, RLATAN/Kf LEN GI(APAN

Komputer, Printer, Scanner. Stempel, Lemad A$ip.l
SOP Penerimaan Surat.

PENCATATAN DAN PENDAPATANPERINGATAN

Proeedur ini $ajib dilaksanalian sesuai alur kegiat n.
l. Buliu Laporan Masuk dan
2. Bul-u Regishasi Laporan.
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Urrian Prosedur

Pcl3ksaha M6ra Baku

Ket
Pelapor

Ketua
dan

Angqoaa
Sekrstaris

K&tubbag
Tehis &D

Eukum
PelaLsant Ou.pul

I

Pelapor membuat
laporan &giaan
p€lalggaran kode
pefilaku SumDan
janji, danlatau Pakta
Iftegrilas dikirinkar
melalui surat eoail
alau meru
*hisrleblos'i ng
system la[un kab
mum.lQu.go.id

I-apora4
Fdokopi
KTP dan
Kontak
Pelson

N{odel PP
2

Fonnat laporan
mengguDalan
fonmt Mod€l

PP-2 se$ai
keteflhun

PKPU

2

Staf pelaksana
bagiatt penerimaan
SXmt rnenerhra
Iapomn da,
m€nenrskatr l-apora[
kepada Tim
Peoerioa I-aporan
dugaal pelangEaran
kode perilaku
sumpah janji.
dai/dan Paha
ldteFitas.

lo
Menit

Pencatalan

dalam
Surat

Masuk

Dokometr
l@ran
Bersiat

rahasia Bagiat
percrimaan

surat dilarang
membuka

segel laporal

3

Tim Penerirna
L@ratr dgaan
p€la's$ran kode
p€rilatu sumpah
jaoji datr/atau pakta
inrggdras
melakukan
pocalatatr dafam
Buku Laporao
Dugaa Pelarggrran
Kode Perilaku.
Sumpah Jatrji,
dadalau Palla
htesritas

Menit

Percalalall
dalam
bulol

Iaporan

PerKalatan
dalan buler

laporan
dibedakan

dengrtr
percalalan
registrasi
laporan

Melakukan
Ierifikasi a1f,al

kelengkapan
doh@etr laporan
pelanggaran kode
perilal1r. sumpah
janji, dan/atau pakta
integlias sesuai
d€qan kelertoan
pellang3lun
pelarygaran kode
perilaku, sumpah
janj! dan/dau pokta
intesritas KPU.

I Hari

tlasil
Vedfikasi

Awal
LeoruIl

Verifikasi
A\r"l

ketengkapan
doklnnell
k@ran
melipltli

kesesueirn
laporan deqatr

model PP-2
dan dohrmen
pen&*utrg

5

Jih laporar tidak
ses-uai b"g^"
keteflruan KPU, &af
Pelaksana rElakrkan
Ko6dirbsi dengan
pelap( ta*ait dengan
peftqile l@ra,r
dwaan Pelanggflan
Kode P€rilakr!
Suorpah J&rji,
Dar/Alau Palla
I egritas

I HaIi Peoaikar
Leo.an

Lapomn
dise$raik n

dengan Model
PP.2

Kelengkrp.n
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

5

,l

L

I

I

I

I

I

I
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6

Staf Pelalsau
m€lakukal
Registrasi terhadap
laporatr duSaan
pelanqgarafl kode
perilaku sumpah

Janji. dan/alau pakta
integritas jika lolos
verifikasi a\ral
kelenglopan
dohmen laDoratr

t0
Menil

L@r-a$
Frg telah
dircgistrasi

Nooor
R€gistnsi

di. at datam
hrku rEsistrasi

laFra!

1

Leoratl &gaatr
Pelalggaian Kode
PerilakL Sumpah
Jadi, dao/arau Pakta
Integrilas fang telah
diregised<an
disemhlar kepada
Kerua dan AngSda
utrtuk dilakulon
prcs€s pemeriksaan
dugaan pelatrggaran
kod€ perilaku
sumFh jarri.
danl at, pokta
imesitas

a l0
Meni(

LaporaIl
fugaar

rES?n.ggra
n kode

perilaku
sumFh
janji

dadatau
pakta

inlegritas
,ang telah
diregistrasi

Pemerilsan
laporatt dugaatr

pelanegarao
kode perilaku-
<"mp,hjarji
dar/atau pakta

integntas
dilakuka0

se$ai dengan
keteffuar KPU

I
I

I
I

I

II
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XOMISI PEUILIHAII U}IUII
KABUPATEI MUTA

SUB BAGIAI{ TEKTTIS
PENILET(rcARAAT PEUILU DAN

IIUXUM

Nomor SOP 337 Tahun 2025

Tangal
PeEbuatarr 13 NoveEber 2025

Tarlgal Efektif z{+}#&'\s

Disahlan Oleh I
iti KABuPAi
3-

7
ASI(AR ADI JAYA

Nalla SOP : PGt L..!..n-E i4!!!*;'KonLl Peollthu
U6ur[ K.buprtc! Uun.

DASAR IIUKUM KUAIIFIXASI PELAKSAI{A

1. Unddlgiundaf,tg NoEor 7 Tahun 2017
teotalg Peoilihan Uoulx
sebaSaiDana tel,ah diubah deDgaD.
Unda8-Unddrg Nomor 7 Tahun 2023
tentar8 Penetapara Peratu.ran
Peoeriatah Penggaati UadanS-Undang
NoBor I Tahun 2022 tentaag
Perubahan atas UndanS-Undang
NoEor 7 Tahun 2OL7 tentang
Pemilihan UErlE Meajadi Uadang-
Undm&

2. Peraturaio KoEisi PeEilihan Uoum
Nooor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Komisi Peailihara UEur!, Kolxisi
Pemilihao Uauo Provinsi, dan Koidsi
Peoilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimaa2 telah beb€rE a kali
diubah terakhir dengan Peratu.arl
KoEisi Peailihan Umua Nooor 12
Tahun 2023 tentar1g Perubahan
Kelima atas Peraturan Komisi
Peniliha Uouo Nooor 8 Tahua
2Ol9 tellta,tg Tara Kerja KoBisi
Peailihan Umum, Komisi Peoilihan
UElrE provinsi, dan Koaisi pen;lih2n
UEuE Kabupaten/ Kota;

3. Peraturan KoEisi Penilih.n Uhulx
NoEor 14 Tahun 2020 tertang Tugas,
Fur8si, Susuna! Orghisrei datx Tata
Kerja SeLretaris Jenderal Kor!.isi
Pemilihan Umuo, Sekretar:iat Komisi
Peailiha UraUE Provinsi dan
Sekretariat Kooisi Perailihan Uraum
Kabupden/Kota sebagaiaata tel,ah
beberapa kali diubah teratht delgan
Peraturara KoEisi Peailiba! Umua
Nooor 2l Tahun 2023 tentarg
Perubahan Kedua atas Peraturara
Kooisi Peoilihan Uou@ NoEor 14
Tahun 2O2O teotalg TuAas, FunAsi,
Susunao O.ganisasi, dal Tata Kerja
Sekretariat Jendetal Komisi PeEiliha,l
Uoue, Selcetariat Koaisi PeEilih,an
UEum Provinsi, dan Sekretariat
Kotnisi Pesilihan Umum
Kabupalea/ Kot€q

4. Peraturan Koaisi Pedilihan Umu-@

- 18-

1. MeDmhami prosedur dan alui Pelaksaaa R4rat Pleno
Komisi Peoilihan UouE Kabupaten Mun.u

2. Memahami bahao dar dokumen pendulq:rrg dalan
komponen Pelaksaaaan Rapat Pleno Kotaisi Pemilihatx
UmuE Kabupatea Mu!a; dare

3. Mergetahui fungsi, tujuan da! mekanisme Rqrat Pleno
Koraisi PeEilihaa UnruE Kabupaten Muna-

jdih.kpu.go.id/sultra/munajdih.kpu.go.id/sultra/muna
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NoEor 2 Tahun 2O2l tentaog Tata
NasLah Dinas di LirIgkulgaD Koaisi
Pemilih@. Ur,luro" Koroisi Pemiuha'l
Umu! Proeiasi, Komisi Peoilih.ar
Umuin Kabuparrn/Kota, sba8.i-".a
telah diubah deogao Peraturatl Koeisi
Pemilihan UEIIE Nooor 8 Tahun
2O2l tentaDg Perubahara atas
Peraturdt Komisi Pemilihan Umum
Noaor 2 Tahurr 2O2l teataag Tata
Naskah Dilras di Lingkuagan Komisi
Penilihe Uauo, Komisi Pemiliha
UouE Provinsi, Komisi Pelnilih"dr
UouE Kabupatea/ Kot4 dara

5. Peraturan Menteri Pendayqunaro
Aparatu-r Negara dan Refoflnasi
Birokrasi NoEor 35 Tahun 2012
Teat@g Pedoaalr PenSrusraa,l
Standar Operasional AdEinistrasi
Peoeri,rtahan;

XETERKAITA

SOP Keputuse Koaisi Pemiliharl
UEue kabupatea Muieg dam
Berita Acara Komisi Pemilihafl Umuo
kabupaten Muna-

I

2

l. Lembar rreEo/ disposisi;
2. Surat Edaian Juklat arau Juloiis dm Peraturan

Peru:odaog-Und*n8.n;
3. t €ptop/ Kotoputer, PriDter, Scsrlner, Steapel, L€Eari

Arsip; dar!
4. ATK.

PEruTGATAI{
Setiap Keputusd KoEisi Pemilihaa Uuum
Kabupaten Muna raelalui reat pleno.

l. Rapat pleno KoEisi PeEilihan Umum Kabupaten Muna
selalu diregistrasl dalr

2. Rapat Plcno Kooisi Peailihan Umum KabupaieB Muna
temdr8 dalaD Notulen dan Berita Aca.a s€rta da.ftar
hadir.

-19-

PERALATAX / KELEI{GKAPAII
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No

Pelakssra \Iata Baku

StaI
pelak!ana

Ks SEb
Pengrln

pu
Ktrubbag Sekr€laris

Anggola
KPU/ DiYis
Pengampu

Kelua Kelengi3pan OutputaLlr

I

Memddisposisi
Ketua Komisi
Pemilihatr Umum
Kabuparen Muna
ke@a SekrEtaris

mulai
ATX/Memc/

Disposisi

Memc,/
Disposisi

[€mbar
Disposisi

Draft
Undangan

Itari
Draft

sebelu
Undangan

NI

nalctu
pleno

Dmfl
Undangan

Undangan

UndarEan

Undangan

S€keraris
medisposisi kepada
Sub Bagiatr
PengatrDu t-

ATK,/Memd
Disposisi

Kepala Sub Bagian
Penga.npuh
m€mbori hrgas
tepada staf
pelaksana utrtuk
membual draft
undangan I

{

m udangar yang

relah dibuat oleh staf
pelaksana

disampaikan keFda
Sub Bagiar
Penmnpuh

Draii
Utrdangan

5

Drali uda.rlgan
dismpailQn kep8da
Ketua KPU Kab.
Muu melalui
Selielaris KPU Kab.
Muna yatrg telah
dibubuhkan denga!
Paraf

Dran
Undangan

6

KEfuA KPU KAb.
Mrme
metralldaangani
Draft undanean r

I
I

I Undangan

T

Dibirat nomor /sural
agetrda suiat kelDar
oteh naf pelatsana
Sub Bagiatr
Pengampu

ATK

E,

Pengagendaan dan
peD"afip6iall
uldalrgan

UDdangao

9

SBb Ba8ra!
Pengaspu
menyiapkar fasilitas
raFl pleno (SaryraX
rBateri)

ATK/'Daffar
hadn

2 tl.1ri

Tersedian],
a saaaj|a

rap6l

10

Pelalsanaan mpal
pleno s€suai dengaa
meladsme yalrg
b€ ahr

ATK./Daiar
hadir

Hasil
Keputusan

Rapat
Pleno

I hari
Risalah dan

notulen
rapat pleno

ll

Penyelesaian
pen),usujEn risalah
dan mtulen rapar
plerc dilakulan oleh
Pelaksana Sub
Bagiatr Pe.grmFuh

ATK laptop

I

ATK/Memc/
Disposisi

I

2

l,l

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
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t2

Petryelesaian
p€nlu$ran naskal
Berita Acara )allg
meopakatr
hasil&esiEpulan
r@l plerc oleh Sub
Bagiatr Peoganpu
betsanla Sub Bagian
Tdois
Pen)'elerygaraall
Pemilu dan Hukutr

ATK. Laptop

Dran
Berita
Acara
R pst
Pleno

>E

Draft
Berita
Acaia
Rapal
Pleno

Peoadataryatr
B€rita Acaia oleh
Ke*ua, Alggora
KPU- Selceraris dan
para pihak (apabila
diDerlutan) -

Dran Berira
Acar"a

Berita
Acara
Rapat
Pleno

l5

Peryagetrdakan
Be.ita Acara hasil
pleno oleh naf
pdaLsara Sub
Bagiatr PeryamDu

-_1
Bcrila Aca-ra

Foto Cop,v
Berita
Acara
R4d
Pleno

16

Perdokumentasiarl
dan distribusi Berita
Acam oleh slaf
pelalsana Sub
Bagian Pengampu

( )

ATIi

Terdokume
ntasin)"

datr
terdistribus

inF
kepada
yang

nlembutuh
katr

| | ,",r,*",- o*
I tr I nerira Acara rap6r| 1 ''"*

14 I

ATK Liptop 
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Selesai
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XOMISI PEDIILIHAN UMUM
KABUPATEN U A

SUB BAGIAN TENIIIS
PETYELEXGGARAAIT PEXILU DAN

HUI(UM

Nomor SOP 338 Tahul 2025

Tarlgal
Pembuatan 13 November 2025

Tangqal Efektif /{$&#&$le5

Disahkao Oleh
BUFnr

\\ 7;
ASXAR ADI JAYA

Naoa SOP : Pca5rururial-ta.a'PCtrorea Kutu Kend.U
dale.m Re.agla Poletsaaaa.o--St3tea Pclgendalla.a Intera
PemerLnts.h Koalrt Peotltian UtDua Kabupeten Muna

DASAR TIUKUM KUALTFII{ASI PELAKSANA

1. Undang-UudaDg NorBor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Ulruo
sebagaiaana telah diubah denge
Uadang-Uada8 Nomor 7 Tahun 2023
tentanS Penetapatr Peratuia
Pemeriratah Pengganti Undalg-Uddaig
Nomor I Tahun 2022 tentang
Perubaha[ atas Urdang-Uodalg
Nooor 7 Tahun 2Ol7 tentang
Pehilih,- UauI'i Menjadi UndanS-
Uodaqg;

2, Peraturau Peaerintah Republik
Indonesia Nomor 60 Tahun 2OO8
teuta.rg SisteE Pengendalian Intern
PeEerintah;

3, Pe.airrau Kepala Badan Pengawasd
Keuangan da! PeBbartgulran Nomor
Per-l326lKlLBl2O@ tedtang
Pedooan Telois Pen]'el€qgarae
Sistea PeDgendalia.n Intein
Pemerintah;

4. Peraturara Kordsi PeEilihar UEur[
NoEot 8 Tahun 2019 tentaog Tala
Kerja KorDisi Pemilihan Uouo, Koaisi
Pemilihan Umu-B Provinsi, daa Komisi
PerD.ilihan Umum Kabupateu/ Kota
sebagainana telah beber4a tali
diubah teraklrt dengat! Peratura!.
Komisi Perailihao Umu.E NoEor 12
Tahun 2023 tentang Peruba.ha
Kelima atas Peraturan KoEisi
Pernil.ihen Umum NoEor 8 Tahul
2019 teratarg Tata Kerja Koaisi
Penirih,n Umum, Komisi Pemilihan
Urrum Provirlsi, dan Komisi PeEilihan
UEUIx Kabupateo/ Kot4

5. Peratu-rar Kooisi Pemilihan Uoum
NoEor 14 Tahun 2O2O tentang Tugas,
Furgsi, Susrnan Organisasi dalr Tata
Kerja Sekretaris Jenderal Komisi
Perdlihan Umura, Sekrctaiial Kot lisi
Pemilihan UEUE ProviDsi de
Sekretaiat Koaisi PeEilihdr Udum
Kabupden/ Kota s€baSaimtrra telah
beb€rqra kali diubah te.akht der:gao
Peratur"an KoEisi Pemilihan UmuE
Nomor 2l Tahun 2023 tentaDg

1. MeEahaEi SisteE Pengendalian Intern PeEerifrtah
(SPIP);

2. Memahaoi alur penlmsunan dan pelaporan Sistea
Pengendalia latem Pemeriotah (SPIP); dan

3. Tertib adEiuistrasi lxlaksanaan ke8ierap dan
pengendaliardalam rar4fta pel,askaaaaa Sistelo
Pengendalian lnte.n Peoeriatah.

a
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Perubahao Kedua atas Peiatuie
Komisi Pemilihan UEum NoEor 14
Tahun 2O2O tentalg Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, da Tata Kerja
Sekretariat Jeode.al Komisi Pemiliha
UEtrE, Sehetadat Kooisi Peailiha!
UmuE Provinsi, ddr Seketariai
Konisi Peuiliha UEue
Kabupaten/ Kotq

6. Peraturan Komisi Pemilihan UEum
NoEor I Tahun 2023 tentang
Penyelerrggaraa Sistem Pe.gendalian
llrtero Perlerintah di Komisi Pemililla,a
UouE, KoEisi Perdlihan UmuE
Provillsi, dan Kordsi Perailihan Umurrl
Kabupaten/ Kot4 darr

7. Keputuaart Komiai Peinilihan Umura
NoDor 855 Tahun 2025 teltang
Pedooqar! Tekrlis Penyelenggaman
SisteE Pelgendalian Intem
Pemerintah di KoEisi Perrdlihdr
Urrrurre, Komisi Pemilihan Uaum
Provinsi, dan Komisi Peailihan Uoum
Kabupatea/ Kot q

XETERXAITAI{
1

2
3
4
5

ATK
Buku Ageada;
Peratgkat KoEputer, Priater daD Sceaaer;
Jarilga! intemet; dart
Cap Dinas.

Disimpan dalao beutu& naskah asli (hardkopy darr naska
asli elektronik lsoftcopy).

PERIIfGATA,tr
Apabila Alur Penyusran dan Pelaporan
Kartu Kendali Dalaa Rangka Pelaksanaan
SisteE PenSendalian lntem Pemer:irltah
(SPIP) di Lingkungan Koaisi Pemilihan
Uhue kabupaten Muna tidak sesuai
s€bagairlana telah diatur akan
mengakibatkan terlaobatnya Palaporan
SPIP kepada KPU Proyinsi Sulawesi
Tengqar4

I

I
I

I

I

I

PERILI\TAIT/XELETGTAFAII I

I

I

I

I
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KO}IISI PEMILIHAJT UMUiI
I(ABUPATEN }IUNA

SUB BAGIAX TEXJTIS
PETYELET(rcARAAX PE ILU DAII

HUKI'U

Nooor SOP

Tar8gal
Pembuatan

l3 November 2025

Tangal Efeldif ,z{($@Btzozs

Disahkan Oleh

,sJ
Njc KASU

EM ASKAR ADI JAYA
Na.Ea SOP : Pca3ctolirrri ttrrlgl.nxku.ncnt..l d.n
I[foro..t Hqt[E t(oEBFfGdiD U6uE Krtuprtca
fu.aa

DASAR HUKI.rM KUALIFIRASI PELATSATIA
1. Undeg-Uldm8 Nomor 14 Tahun

2OO8 terltaDg Keterbukaao InfoEasi
pubIft;

2. UrdeS-Ulldmg Nomor 33 Tahull
2Ol2 te']t?tr\g, Jarilgan Dokueeutasi
dan Infroa.asi Hukuo;

3. Undarg-UndanS Nomor 7 Tahun 2O17
teotaog Peoilihan UmuE
s.bagaieaoa telah diubah dengaa
Undog-Undog Noaor 7 Tahu! 2023
tentarl8 PeDetapa Peraturar
PeE€rilltah Penganti Uadang-UodalA
Nooor I Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Undarg-Und.ng
NoEor 7 Tahufl 2OL7 tentarg
PeEilihan Umum Menjadi Undang-
Uadaa;

4. Peiatur:an KoEisi PemilihArr UDuE
No4or I Tahun 2Ol5 tentang
Peogelolaan dan Pel4ranan lnforaasi
Pubtik di ringkrrnS' Kooisi
Pemilihan UEu@;

5. Peraturaa Menteri hukum dala Hak
Asasi Maausia Noaor 8 Tahun 2Ol9
tentarag Standar PeDSelotraan Dokuaea
da,1 lDfofinasi Hukum;

6. Peraturan KoEisi PeEilihan UEtrE
Nomor 8 Tahun 2019 tentaoS Tata
Keda Koaisi Peoiliban Umut4 Kotaisi
Peoilihao Urnum Pror'insi, ddr Komisi
Pemilihart UEuo Kabupateu/Kota
sebagaioa[a telah beberapa kali
diubah teraklair denSan Peraturdr
Komisi Peoilihan Umue NoEor 12
Tahur 2023 tentaJrg Perubaha
Kelima atas Peraturan Kooisi
Peraitiha.n Umu-E NoEor 8 Tahul
2019 teni?dtg Tata Kerja Koraiai
Perlilihan UEum, Kooisi PeEilihdr
Umum Provinsi, dan KoEisi PeEitihdr
Umuro Kabupaten/ Kot€q

7. Peraturan Koaisi Peoilihan Uoua
Nomor 14 Tahun 2O2O tentag Tugas,
FuDgsi, Susurtalr Orga[isasi dan Tata
Kerja Sekretaris Jenderal Kooiai
Peailihan UouE, sekrctariat KoEisi
Pemilihan Umuo Paot irlsi dan
Sekretaiiat Kooisi Pemilihar Umuo

1. Meoahami proses pererbitan Salina K€putusaD KPU
Kabupaten Mu!a;

2. Meoahaoai alur penguoggahan Saliua Kcputusa! KPU
Kabupaten Murl4

3. MeBahaEi alur pendokwoentasim Salina Keputusao
KPU lGbupaten Muruq datl

4. Meoahami pedoman p€ngelol,aan Jarilgan
Dokumeatasi dan lnfroamsi Hukuo.

339 Tahun 2025
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Kabupaten/Kota sbaSairaat1a telah
beberapa kali diubah terakht dengan
Peraturan Koaisi Pemilihan Umum
NoEor 21 Tahun 2023 tentanS
Perubahan Kedua atas Peraturan
Kooisi Peoilihaf,r UmuE NoEor 14
Tahun 2O2O tentaflS Tugas, Fungsi,
Susur1aa Organisasi, dan Tata Kerja
SeLretdiat Jenderal KoEisi Perr.ilihan
Udund. Sekretariat KoEisi PeEiliher
Umum Provinsi, dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umuro
Kabupaten/ Kota;

8. PeraturaD Komisi Peoiliha Uou!!
Nooor 16 Tahu! 2024 tentang
Jaringan dan Inforoasi Hukuo Koarisi
Peailihan Uaua; dao

9. Keputusan KoEisi Pendlihan UEura
Nomor l0/HK.o4logl2022 te,ta,lg
Pedoman Telsris Peogelolaan Jaringa!
Dokumeatasi dan lofroamsi Hukuo di
Liagkuagao Kooisi Peoilihan Uouo,
Koaisi Peoilihan Umum Proviasi, dal
KoEsi Pemilihan Uour!
I(alrupaten/ Kota-

I(ETERXAITAI{ PER.AIATAN / XELEI'GKAPAII
SOP Penjrusunarr Produk Hukum KPU
Kabupate! Mur]a.

1. JarirSan iaternet;
2. Perd]4jEa[ Kolrputer, Printer dalt Sctl!.tler;
3. Fleshdisk dan Me Odoer;
4. Buku A8enda;
5. Penyimpa[an Google Drivet;
6. Steqel Sekretariat;
7. Cap Dinas; dan
8. L€tlari.

PERITGATAII
Apabila SOP ini tidak dilaksalakan, maka
admiistratif dan meniEbulka.D tahapan
Pe@i]u tida.k terlaksana sebagaiEana
rnestiraya-

Disiapa! dalaE b€ntut naskah asli (hardkopy dan Daska
asli elekronik (softcopy).

I
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KOf IllI PEXILII{AII Uf,IUM
KABUPATEI{ MUI{A

SUB BAGIAII TEXJIIA
PETYELE XiAR.A.TJI PEMLU DAIf

I{UKUU

2

3

DASAR HUKUM
Undarg-Uodarlg NoEor 14 Tahu!
2008 tentalg Keterb!'kaon InJorEasi
Pubuk;
Undalg-Uttdag Nooor 33 Tahun
2012 tentang Jaringan Dokumenta.si
dan Infroarasi HukuE;
Undaig-Undang Nomor 7 Tahun 2017
terltarlg Petdlihan Urrrur!
sebagai-Earta telah diubah detrSar
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023
tentaDg Penetapan Peratu.r'ar1
Pemeiintah PenSganti Undarrg-Unda,1g
Nomor I Tahun 2022 tentang
Perubahafl atas Undalg-Undang
Nodor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Urllum Meojadi Undang-
Undang;
Peiaturan Komisi PeEilihan Uoum
Nomor I Tahun 2Ol5 tentang
Pengelolaan dan Pelayanan InforDasi
Pubuk di Linglungan Komisi
Pelailihan Ulaum;
Peraturafl Menteri hukurD ddr Hak
Asasi Manusia NoEor 8 Tahun 2Ol9
tentaoS Standar Pengelolaan DokuEen
darr tnfonnasi Hukurq
Peraturan KoEisi Pemilihan Umue
NoEo. 8 Tahun 2019 tentanS Tata
Kerja KoEisi Pemilihan UmuE. KoEisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan KoEisi
Pemilihan UEue Kabupatea/Kota
s.bagaimana telah beberapa kali
diubah terakht denga! Peraturo
Komisi PeEilihan UouE Nolror 12
Tahuo 2023 tcntanS Perubahan
KeliEa atas Peraruran KoEisi
Pemilih.rr UEr]E Nornor 8 Tahun
2Ol9 tentang Tata Kerja KoEisi
Pemilihan Umura, KoEisi Peailihan
UmuE Provinsi, dao Komisi Pemilihan
UauE Kabupaieo/ Kota;
Peiaturan KoEisi Pemilihan Umum
NoEor 14 Tahun 2O2O tentanS Tugas,
Fuagsi, Susuran Orgalisasi dan Tata
(erja Sekretaris Jenderal Komisi
PeEilihan Umum, Sekietariat Kolxisi
PeEilihan UErrE Provinsi dan
Slekretariat Komisi Pemilihan Uouo
Kabupatet!/Kota sebagai'nana telah

4

5.

6

7

Nomor SOP 340 Tahuo 2025
Taiggal
Peobuatan
Tanggal Efektif .r/':raB}Id&@i,Io2s

Disahkan Oleh

ASKAR ADI JAYA

BU
t,U

Nama SOP : PEI{GUI| GGARAII,PRO_F1( HUKUII XPU
MBUPATEN XUI{A PAI'AEHIT-JARII{GAJ{
DOKUMEI'ITASI DAN IIIFORIIASI HUKI'U (JDIII}
IGBUPATEI{ HUI{A

1. MeaahaEi koepotensi tehds peajrusurter Keputusan
(L,egal Drafting);

2. Meiiliki p€EahaEan teotaDg Perduran Perundaog-
Undarrgra;

3. Memaha.mi Tata NasLah Dil].as KPU;
4. Menilit i kerDeuan Eengoperasikad KoEputer dall

rrlenitiki kem.hlluan kompotensi de$igl aplikasi
editing da

5. MemahaEi c€ra pengungqaha dokuaen.

be a kali diubah teralhir

13 November 2O25

zf;is-

KUALITIXASII PELAKSAIIA
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8

9

Peiaturan Koaisi Pemilihan Umum
Nooor 2l Tahur 2023 teutang
Perubah@ Kedua atas Peraturan
Kooisi Pemilihar Uouo Nomor 14
Tahur 2O2O tentag Tugas. Fungsi,
Susuaan Orguisasi, dau Tata Kerja
Sekreiariat Jeoderal Komisi PeEilih.n
UErrE, Sekretariat Koaisi Pemilihan
UEull Provinsi, daf,! Sekretariat
KoEisi Peiilih."r UEurn
Kabupaten / Kot€q
Per.'aturdr KoEisi Perailihan Umura
Noaor 16 Tahutt 2024 teEtana
Jaringan dan Inforoasi Hukua Komisi
Peoilihan Uaum; dan
Keputusao Komisi Peoilihan Uoum
NoEor lO/HK.O4lO8/2O22 ta'rtd,8
Pedoaa! TekDis PcDgelolaaD Jarirgar:
Doku.Eenta.si dao Infroamsi HukuE di
Lin8ku.Daaa KoEisi PeEilih.fl Umum,
KoEisi Pemilihan UEUa Provinai. dan
Koasi Pemilihan Uaua
Kabu Kota

XTTERKAJTAN PERALATA'{/ XELEIIGXAPAX
SOP PenSelolahart Jaringal Dokuoentasi
dan laforoasi Hukun KPU Kabupaten
Muna-

1. Jarirgan internet;
2. Pera'rgyat Komputer, Printei dan Seenler:
3. Alat Tulis Kantor (ATK); dan
4. Doku:len Hukuro yarg akan diungah.

PERINGATAJ{
Apa.bi.la SOP ini tidak dila.ksanakan, maka
akan meflghaEbat proses meflghad lkan
output yaDg tepat waktu dan dapat
berda.iipak hukum.

Tersiapan dalam jaringan dan screenshoot unggahan.

I

I

I

I
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36

XOMTSI PE}IILIIIAIT UMUDT
KABUPATEI{ MUNA

SUB BAGIAN TEXITIS
PEIIIELEITGGARAAIT PEf,IILU DAJ{

HUKUM

Nodor SOP

Targgal
Pembualan 15 Desember 2025

Tanggal Efehif ,LFI&"#Qo 25

Disahkan Oleh
BU
)r'!u

ASKAR ADT JAYA
Nama SOP : Peaangeaai"FdepfurdGrattftlcai dt
Ltngtung.! KomtEl P3t[lllhen Uamo Kabupatea UuEr

DASAR HUI'UH KUATIFIKASI PELAI(SANA

1. Undang-Undang NotBor 28 Tahun
1999 tentaig Penyelenggaraan Negara
yarrg Bersih dan Bebas dari Korupsi
det Nepotisrae;

2. Undang-Undang NoEor 31 Tahun
1999 tentalg Pemberadtasao Tindak
Pidana Korupsi, sebagaiaana telah
diubah dellgar! Undang-Undang
NoEor 20 Tahuro 2OO1;

3. Urdang-Undang Nomor 7 Tahlul 2017
tentang Peailihan Umum
sebagaihada telah diubah delgart
Undaig-Uadeg Noraor 7 Tahun 2023
ten ng Penetapan Peraturara
Pe6erintah Perggarlti Undalg-UDdalg
Noaoi I Tahun 2A22 tentaoa
Perubahan atas UndaaA-Uudeg
Nomor 7 Tahun 2017 tent@g
Pernilihan Umuirl Menjadi Uadar1g-
Undail8;

4. Peraturafl Komisi Petuilihan UEuD.
Nomor 15 Tahun 2015 teltatg
Gratiikasi di Lir8kunAan KoEisi
Peoilihao Uoeura;

5. Peraturara Komisi Pemilihan Umum
Nooor I Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Korrisi Peailihan Umum, Koraisi
Pemilihan U@uB Provinsi, dan KoEisi
Pemilihaa Umum Kalupaten/Kota
sebagaioana telah beberapa kali
diubah terakhi dengan Petatutan
Komisi Pemilihan Umum Nooor 12
Tahun 2023 teotatg Perubahan
Kelioa atas Peratrlfm Komisi
Peroi.lihan U@um Norlor 8 Tahun
2019 tentang Tata Keda Kotdsi
Pemilihm Uaum, Komisi Pemilih.q
UrBrIB proviasi, dafl Korisi pemilihaq
Urroura Kabupateo/ Kot4 dan

6. peratura Ko4isi pemilihan Umum
NoEor 14 Tahun 2O2O tenta,]g Tugas,
Furegsi, Susu,1al Orgardsasi dan Tata
Kerja Sekretaiis Jelderal Koraisi
Pemilihan Urllula, S€kretariat Ko4isi
Pemilihan Udum PtoviDsi dan
Sekretafiat Korlisi Pedilihrn UBua
Kabupaten/Kota sebagaiEana telah

1. Memahaei prcses peaanganara pelaporan gratifkasi di
Lingkungan KoEisi Perlilihart Umufi. Kabupaten Muna.;

2. Meraahaloi alur tiddak lardut penaDga4art pelaporan
gratifikasi di Liilgkurgall Komisi Penilihara Urxur!
Kabupateo Murra; dan

3. Meoahami peayaopaiara alur berkala kepada
Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tenggar:a-

401 Tahula 2025

jdih.kpu.go.id/sultra/munajdih.kpu.go.id/sultra/muna

jdih.kpu.go.id/sultra/muna
jdih.kpu.go.id/sultra/muna


-37 -

beberapa kali diubah terakhiJ dengan
Peraturan Kondsi PeEilihan Umud
Nomor 21 Tahun 2023 tentang
Perutrahai Kedua atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nodo. 14
Tahun 2O2O tentaig Tuga-s, Fungsi,
Susuian Organisasi, daar Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Urnum, SeLretar:iat Kodisi PemilihaD
Uraum Provinsi, dan Selaetaiiat
l(odisi Pemilihan UBua
Kabupaien/ Kota;

I{TTERI{AITAN PERALATAN / KELENGXAPA}I

SOP Layanan Peflgaduan Masyarakat di
Lingku[gan KoEisi Pemilihan Umum
Kalrupaten Muda-

1. Buku ageoda;
2. Peral1gkat komputer, Prillter darr sc-nner;
3. Jari4gan interEet;
4. Nota dioas; dart
5. Kertas keria-

PERII{GATAT{ PENCATATATI DAN PENDAPATAI{

Disdpan dalam bentuk oaskah asli |a/d@pd da,)/laskah
asli elektronik /so7tcopy,f .
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FLOWCART TATA LAKSANA PENANGANAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMIUHAN UMUM KABUPATEN MUNA

No Kegialan

Pelah$!na Mata Baku

PeDerilna/Penolak
Gmtifik8si

T]PG
Sekrctaris KPU

Provin.i Suhse3i
Tenggrr',

K€lergl:pan

I

Penerifia dan Petrolak Eratfikasi
harus trlel.aporl(atr kepada Udt
PetrgeDdaliatr Grdifitasi (JPG)
paling lantat l0 hari keaa s€jak
penerimaan atau perclalan
grdtifikasi,
Percrima gatifikasi terdni dari
(Psaturan KPU Nouor 15 Tatrutr
2015)
c. Penedma gratifi*asi yang

diang8ap $ap: datr
d. Penerirna gradfikasi }ang ti&k

diaogg4 s!ap.

Tanda
terina
lapo.an

I hari

Model PG-i
I-aporan

penerimarn/
p€nolakatr
gratrrkasi

2

Utlit Pengendaliatr Gratifikasi (JPG)
melakukan revi! laporal perEtuDaan
af au peDolakatr gratifi ka6i

l. Leprop
2. Pri er
3. Kefas

kc.ja

2 llari Un&[garl
aEpal

pembalusan

3

Unit Peryendatian Gratifik .i (LrPC)
melyampaikan unrlan Penangaul
laporan gratifitasi kepo& Seketaris
KPU Provinsi Sulawesi Tetrggara
oeryampaikan kepada Komisi
Pgmb€rantasa[ Korupsi
l. Lembar petr,'€rahan pe&ugarutr

atas pelapoGn gEtifitasi dan
lembor Ekapihrlasi penagryan
deogan me[gEunakan Formulir
PG-3

2. Tindak lanjul pelapoiar
pensrinuar ,ang dikelola Udt
Pengerdalian Gratifkasi (UPG)
setiap bulan dengan
menggunakan forodn Lbdel
PG-4

1. Komlner
Prirter

2.laring;aa
iflemet

3. Scanner

Paling
lambal
7 hari

l. Sumt ke
selaeraris

KPU
Prorilsi
Sula*esi
Teirggara

2. Formult
model
PG-3

3. Formulir
model
PG.{

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Outpu.
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.t

Urit Peogeodalian Gratfilasi (UPG)
rnercIapitulasi Pen ngrn n
pelaporan gralifrkasi datr
melaporlGmya secara h*ala setiap
3 bulan kepada Seke.taris KPU
Provinsi Sulawesi Tenggara

l- Kamr
kendali
dan
laporan
SPIP

2. Perangkat
komput€r

3. Scan]Er
4. Prioter

&n
5. Jariogas

iDlerrEt

bulan

L Retapimla
si
pefianSana
n
pelaporan

Eratifikasi
dan

2. Laporan
rriwulan

KETUA KOMISI PEMIUIIAN UMUM

KABUPATEN MUNA,

ttd.

I.A ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,
N NA
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LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

MUNA

NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA LAKSANA STANDAR

OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PADA SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI

jdih.kpu.go.id/sultra/munajdih.kpu.go.id/sultra/muna
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KOI,TISI PEI.iILITIA UMUII{

KABUPATEI{ I,IUI{A

SUB BAGIAI{ PERE CAI{AAN, DATA DAI{ IIIFORIIASI

NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAT'I Desember 2025

TANGGAL REVISI

TAN6GAL EFEKTIF qeFobe63q2s

t!
ir

\
DISAHKAN OLEH

DASAR HUKUM XUALIFIXASI PETAKSANA

1 UndanS-Undang Nomor 25 Tahun 2m4 tentanS Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

2 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan;

3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Administrasi Pemeirntahan;

4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 lahun 2017

tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan

Penganggaran Pembangunan Nasbnal; dan

5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14Tahun 2020

tentang TuSat Fungsi, SueJnan Oganisasi dan Tata (eria

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Seketariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi

Pemilihan umum Kabupaten/Kota;

KETERXAITAN PERATATAN/(ETENGXAPAN
1. SOP Pelaporan Capaian Output (Realisasi Anggara n, Komponen

dan RO); dan
2. SOP Aplikasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006

secan online .

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDAPATAN
Apabila tidak dilaksanakan dengan baik akan Dilakukan
Pemangkasan Anggaran untuk Tahun Berikutnya

2

402 Tahun 2O2S

o

MU ASKAR ADI JAYA

NAMA SOP : API.IXASI MONEV BA?PENAS

1. Mampu Mengoperasikan Komputer; dan
2. Memahamitata cara pengimBitan aplikasi Peraturan

Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 secara online.

Komputer;
Data Realisasi Anggaran;
RKA XL; dan
DIPA.

Anggaran;
Baran&/Material;
Penerima Manfaa;t
Waktu;
Lokasi
Desain Perencanaan/Konsep;
Cara Metode Pelaksanaan;
Aparatur Pemerintah;
Stakeholder Terka it; dan

10. Prese dalian.

jdih.kpu.go.id/sultra/munajdih.kpu.go.id/sultra/muna
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t Meri4art n 9el.ts.E
Mel.k*an PentimFnan €-

Ir.l. Dolulg 8.ruF osta

2 Mentiipbn Data-Dar.
1.
2.

3 M.lelut n PeiEimpst .

i€6ti.li/P€it(ip.i.n fisit
r.fipoilen &ri iimbn
OltpovRo) &n a.gtaran
reliap hI.o te &lam

A
I

1-2 Ha.i

Md!.laah Parnantiqa
Peht5an rn Hatl Peiaporrn
t.Ei D?t ap.6n FEil E.- _t

PP 9912@5

5 Meiyalikan Oata nealitaii
CaFie. OutF,i qara risik
(m@nen io &n AnSteEn

I -,E 1.

2_

6 MmyrnDaila. Hadl

Pelatsanaan Peqrtp(,t.n f _

Mdn BapD.iai (PP 391 XPA
__l

7 Meq.rip*:n D.E Lrpor?n
PP 39 .lahm benh* POa ,l:o
trPl -*E

kr.r.q.n 
II

I

I

I

I

I

I

I

I

I

,l

I

I

I

I
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KOMISI PEMILIHAN UMTIM
KABUPATEN MLNA

St,B BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN
INFORMASI

Nomor SOP 403 Talur 2025

Tanggsl Pembuaun 15 Des€rnber 2025

Tanggal Revisi 15 Des€rnber 2025

Tanggal EfeLlif ,'-FrB?{25

Disahkan Oleh

Uo KABUPAJ
i.,1

ASKAR ADI JAYA
Nama SOP : Peoyampriaa-htffi Inforuasi KPU

Kabupato Muna

DASAR HUKt]'M KT:{LIFII'{SI PELAKSANA

l. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tenlang
Keterbukaan Informasi Publik

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah d€ngan
Undang-Undang Nornor 7 Tahtm 2023:

3. Peratuan Menteri Pendayagunaan Aparatu Negara dan
Reformasi Btokasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Pery-usunan Standar operasional Administrasi
Pemerinahan:

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Norror 2l Tahun
2023 ttrtt,,itg Perubalmn Kedua das Peraturan Komisi
Penilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas-
Fungsi, Susunan Orpnisasi, dan Tata Kerja Seketariar
Jenderal Komisi: dan

5. Keputusan KPU Nomor 88ApIVKPU Talllm 2015
tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik di Lingtup Komisi Pemilihan Umum

l. Pejabar .vang berwenang/sesuai Tr.poksi;
2. Memiliki \ernampuan administrasi dan pdryanan inliomrasi:
3. Mampu menangani pemohon dengan aktif; dan
.1. M€ngetahui lnformasi dan Pengelahuan KepemiluadPemilihan.

JUMLAH PELAKSANA

Minimal 2

KETERI(AITAN PERT-ATAN/KELf, NGKAPAN

Komputer, Print€r, Meja" Kllrsi DoLrmen Hasil Pemilu dan
Pemilihan.

PERI\GATA\ PENCATATAN DAN PEND.{PATAN

Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan.
l. Pencalatan dalam marilis kegratan dan penugasan: dm
2. Laporan pelakasanaan.

Lt-/

jdih.kpu.go.id/sultra/munajdih.kpu.go.id/sultra/muna
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Pelakrrnr Mutu Baku

Perdohon

I(rsrb.g
Tekrir dst,
ParhubElas
KPU Xrb

SeL
KPU
K.b

Pelakiar! Pcrstrr.t{n Outpu.

I

KPU Kab. Muna
bertewajibotr
meqvaopaika[ data
&!l informasi
kE@^ K.PU

Provinsi dan KPU
RI secara bert(ala l Surat

Penlampaian
I hari

Surat berisil€n
data datr
itrfonr|asi

2

Pe[yarnpaian dala
&rl
di$sutr
&nga!
)"n8
(btvalau

informasi
sesllai

ketenluan

fomrat

berlaku
se$ai

dimifta

I FonDal
permimaar data
datr infotulasi

2 hari

Isian
permi aan

dara dan
ioformasi

l

Data darr i$formasi
t"Itg disa.mpaikan
harus tetah
lercleniifika<i oleh
Kenla da/atau
Seketaris KPU
Kab- Mutra

Peryampaian
data den

infomusi
ses$ai f6mat

I hari

Pe.setujuan

Fnl ampaian
data dan
inforinasi
se$lai format

-t

PeDympaian
permintaan data ke

KPU ProliDsi &n
KPU RI
dilatsanakar paling
lambol 5 (lima) hari
kerja se(elat
diterirutr]a nrr:al
permintaan dari
KPU P.ovinsi alau
KPU RJ

dala dapal benpa
hardcop_r &n
soflcopt.'

Surat
Paryampaian

5 hari

Surat herisikatr
dala dan
idormasi yang
diminla

I _.1 Data hffdcopy
atau softcoP!

2 ha.i
Tanda
Penerinuao

6

Data dalam keadan

merdesal dapat
dihrim melalui
email resmi KPU
Prvovinsi dar KPU
RI

L Penlampaian
dala dan
i$fonnasi
sesuai folltrat

2 hrri
Surat berisikan
data dan
infonnEi

7

Serelah oengirifl
data dan informasi
terl€bih dahllu
melah*al
konfinnasi kepada

L,E Surat alau
KomDnikasi

I hari

Pers€tujuan
penyampaian

data dan
idonoasi

Ket I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

i

I

I

I

1

I

I

I

I
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15 t 2025

ASKAR ADI JAYA

Memahami Pedoman Penyusunan Laporan (inerja sesuai

Pedoman Tekni5 Penyusunan.

Data Terkait informasi capaian kinerja;
Laporan Rea lisasi anSgaran; dan
Pedoman Teknis Penyusunannya.

Nomor SOP 404 Tahun 2025

Tangtal Pembuatan 15 Desember 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif l6:AbsCreF)}Q2s

Disahkan Oleh ii

MU

(L

SUB BAGIAI{ PERE'{CA AAN, DATA DAII IIIFORMASI

&
KOI.IISI PEI,IILIHAI{ UttUi,l

KABUPATEN iIUNA

PEI{YU5UI{AN I.APORAN XINERJANAMA SOP :

DASAR HUXUM KUATIFITASI PETAKSANA

1 Peratu6n Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja lndansi Pemerintah;

2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Administrasi Pemeimtahan;

3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 12 Tahun 2015 Pedoman Evaluasi
Atas lmplementasi Stiem Akuntabilitasi Kinerja
lnstansi Pemerintah;

4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2017 tentang

Pedoman Umum Penetapan lndikator (ineria utama di

Lingkungan lnstansi Pemerintah;

5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

5lPR.O3-lKpt/O3/KPUlVm78 tentang Kineria dan

Pelaporan Kinerja diLingkungan Komisi Pemilihan Umum;

5 Peraturan Komisi Pemilihan [Jmum Nomor 14Tahun 2020

tentang , Tugas, Fumgsi, Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan umum,
Sekretariat (omisi Pemilahan Umum Provinsi dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Xabupaten/Kota;
7 Peraturan Komisi Pemilihan Urrum Nomor 4 Tahun 2021

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan l(omisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Keria

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan l(omisi Pemlihan Umum (abupaten/Kota; dan

8 Keputusan (omisi Pemilihan Umum Nomor
Yg/KptsAetjen/ fahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi

Akuntabilitasi Kinerja lnstansi Pemerintah di Lingkungan
(omsi Pemilihan Umum;

KEIERI(AITAN PERAIATAN/KELENGXAPAN
1. Renja;
2. RFA; dan
3. Perjanjian Kinerja

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDAPATAN

jdih.kpu.go.id/sultra/munajdih.kpu.go.id/sultra/muna
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Apabila tidak dilaksanakan dengan baik akan mempengaruhi Nilai
Akuntabilitas Kineria Satker.

1. Sebagai Dokumen Pertaoggungiawaban/bahan laporan
Akuntabiitas kinerja satker; dan

2. Disimpan sebagaidata elektronik dan manual.

jdih.kpu.go.id/sultra/munajdih.kpu.go.id/sultra/muna
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xa. iob Eadan

1 M$'rtastan qrtt*
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l M.itrls O.af tapo.an

6. rh€rF p€.s{ba Sati:.
7- P.rmjri( i.kis Peiyuqr...
8. orrft Lipdan &rc.F

M€mY€iifL.l thn
6!.rnhdi*a. p.r:t P.&
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M.nyraht n t poran
(h!ri:r kerada se{(et .is

ira od.t saoju
nr€i€€nb.f,r.n tep.d.
sirb b6gian untut di

2llari

Me?i€riksa ihn
m!B.en*.n lapor'n
kherF lita tldrr seruiLr

mdEcmbalt n t€?..b
$a b3tian 6t!* di
p..!6iri

D.aft tapo.an {rBF yai€

6 Mdairtm L.Poran xinsj.
lep.da Bi.o Pdeicanaan _l

Dotum.n taPo.an (insja

I

I

L

I
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KOMISI PEMILIHAT{ UMUM
KABUPATEN MUNA

1.

2.

3.

4.

SU8 BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI

DASAR HUXUM

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2m3 tentang
(euangan Negara;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 t€ntang
Pemitihan Umum sebagaimana lelah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahrm 2023:
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang
Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 te ang Tugs, Fungsi- Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekelariat Jenderal Komisi Umurn,
Sek€rariat Komisi Pemilihan Umrmr Provinsi dan
Seketarial Komisi Pemilihan Umum Kabuoaten/Kota
sebagaimana diubah tera&hir Peratuan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 2l Tahrm 2023:
Peratura n Menteri Keuanga n Nomor 79 /MK.O2 I 2027
tentang Tata Cara Revisi Anggaran; dan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahuun 2023
tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan
Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

I(EIERXAITAN

SOP PENN,SUNAN DOI(UMEN REVISI ANGGARAN

PERINGATAN

1. Apabila t Jak dilaksanakan akan mempengaruhi
penyerapan anggaran; dan

2. Mempengaruhi presentase capaian realisasi

5

6

NOMOR sOP
'105 

Tahun 2025

T6L REVISI 15 Desembs 2025

15 2025
TANGGAI
EFEKIIF

DISAHKAN OTEH

ASKAR ADI ,IAYA

a

NAMA sOP
PENYUSU'{AN DOXUMEN REVISI ANGGARAN

l(UAI.IFIKASI PELAKSANA

1. Memahami prosedur dan alur pengaiuan revisi anggaran;
2. Memahamibahan dan dokumen pendukungdalam komponen

penyusunan revisi angSarani dan
3. Mampu bertoordinasi dengan seluruh pegawai dan personil

antar sub Bagian di l-ingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muna.

PERATATAN / PERTENGKAPAN

l. Rencana Kerja dan Anggaran (ementerian Negara/l"embaga
(Rl(A Kr);

2. Dokumen pendukung (glrat Usulan Revisi, Matriks Perubahan
(semula-rnenjadi) Arsip Data Xomputer (ADK) RKA-K[" Konsep
Revisi DIPA; dan

3. AplilGsi SAKn.

PEIICATATAN DAN PENDATAAN

1. Nota Dinasdan Memorandum; dan
2. Formulir Matrik Perubahan, (semula-menjadi), Draft Revisi

RXA-KL, dan Dokumen RI(A-KL hasilRevisi.

TANGGAI

PEMBUATAN
15 Desember 2025

jdih.kpu.go.id/sultra/munajdih.kpu.go.id/sultra/muna
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jdih.kpu.go.id/sultra/muna


-10 -

No

Pelaksana

Kegiatan KasubaS

Rendatin

n5

Kasubag

Rendatin/
Operator
SAKTI

PPK Ketua

Kelengkapan WKT Output Keterangan

1

Penyusunan
Revisi

Anggaran
Cl

Formulir
Matriks
Perubahan
(semula-
Menjadi)

2

Hari

Nota
Dinas
usulan
revisi
anggaran

dan
matriks
perubaha
n (semula-
menjadi)

1. Menyusun
sesua i
dengan

kebutuhan
rencana
revisi
anSganrn

2. Mengajukan
usulan
rencana
revisi

anSSanrn

kepada
Sekretaris

2

(€jian atas

Nota Dinas
Pengajuan
Rencana

Revisi

Anggara n

-'E Nota
Dinas/Mem
orandum

2

Hari

Nota
Dinas/Me
morandu
m

1. Menelaah
usulan
rencitna
revisi

anggaliln
yang

d iaju kan

oleh
Kasubag.

3

Reviu

Rencana
Revisl

Anggard n

'El
Nota Dinas 2

Hari

Nota
Dinas
Hasil

Reviu

Rencana
Revisi

AnBgaran

1. Analis
Pengelola
n

Keuangan
melaluka
n reviu
rencana
revisi
angganln
sesuai
ketentuan
yang

berlaku
2. Menyamp

aikan hasil

reviu
rencana
revisi
anggarirn
kepada
Sekretaris

I
II

I I

I

I

I

I

I

I

I

I
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4

Tindaklanjut
Hasil Reviu

Rencana
Revisi

Anggara n

E
Hasil Reviu

Rencana

Revisi

AngSa ran

2

Hari

Nota
Dinas
uSulan

rencana
revisi

anSgaran

1. Sekr€taris
mencerrnati
hasil reviu

rencana

revisi
angSaErn

dari Analis
pengelola
keuangan

2. Sekretaris
menyampai
kan usjlan
rencana
revisi
angSa ran

kepada
Ketua
melalui
Nota Dinas

sebaSai

bahan
pemba hasa

n rapat
pleno

3. Sekretaris

menyampai
kan

tembusan
ND kepada
Kasubag.

Rendatin
untuk
dilaku kan

pengumpul
an data dan
persiapa n

penyusunan

dolumen
pendukunS

serta
persiapan

rapat plero

.E

Ara han
lanjutan
Rencana
Revisi

Ang8aran

Nota
DinaYMem
orandum

1

Hari

Nota
Dinas/Me
morandu
m

Undangan
Rapat
Pleno

Revisi

Anggaran

I

I

I

II

I

I

I

I

I

I

I

I
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K.terarSan Slmbol dalam Hourchart :

1) Simbol Kapsul / Terminator (Q untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan akhit;

2) Simbol Kotak / Process ( ED untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;

3) Simbol Belah Ketupat / Decision Q untuk mendekripsikan kegiatan pengambilan keputusan;

4) simbol Anak Panah / Arrow ( | ) untuk mendeskripsikan arah proses kegiatan; dan

5) Simbol Segi tima / Off-page Connector [ ) untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halanran.

6

Menyusun
Dokumen

Revisi

AnSgaran di
Aplikasi
SAKTI Nota Dinat

Aplikasi
SAfil, dan
Dokumen
Pendukung
persyaratan

Revisi

AnSBaran

2

Hari

Draft
(ADK)

RKA.KI

1. Entry
usulan
rencana
revisi
anggaran ke

dalam
Aplikasi

SAKTI

2. Pemenuhan

Dok
pendukung
persyaratan

revtst

Anggaran
(surat
usulan)

revisi,
Matriks
perubahan
(semula-

meniadi),
(ADK) RKA.

KL, Konsep

7

Verifikasi
dan
Pengesaha n

Dokumen
Rencana
Revisi

Anggaran di
Aplikasi

sAKTI

ql I
Draft (ADK)

RKA-Kt
I

Hari

Pengesah

an
Dokumen
Revii
Anggaran

di Aplikasi
SAKTI

Verifikasi dan
Pengesahan
Dokumen
Revisi

Anggaran

8

Pengiriman
Usulan
Revisi

Anggara n

melalui
Aplikasi
SAKTI

i+E
Dokumen

Pendukung
Persya rata
n Revisi

Anggaran

1

Hari

Notifikasi
Usulan
Revisi

Usulan Revisi

AngSardn
telah berhasil
dikirm melalui
Aplikasi SAfil
(selesai)

I

I

I

I

jdih.kpu.go.id/sultra/munajdih.kpu.go.id/sultra/muna
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406 Tahun 2025

15 Desember 2025

15 Desember 2025

15 Desember 2025

D ASKAR ADI ]AYA

NAN PERJANJIAN KINERJA

KUA[IFIKASI PETAKSANA

Memahami Penyusunan Penyusunan Kinerja sesuai

Pedoman Teknis.

PERALATAN GKAPAN

1 Pedoman teknis peoyusunan; dan

2 Konsep perjanjian kinerja.

Nomor SOP

TGL PEMBUATAN

TG L REVISI

TGL EFETNF

Disahkan Oleh

o
DE.MU

KOMISI PEMILIHAT{ UI,TUM
KABUPATEN MUl{A

DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem

Akuntabilitas Kineria lnstansi Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Administrasi

Pemeirntahan;
3. Peraturan Mentri NeSara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

12 Tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas lmplementasi

Sistem Akuntabilitas Kineria lnstansi Pemerintah;

4- Perdturan Mentra NeSara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/09.M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan

lndikator Xineria Utama di Lingkungan lntansi Pemerintah;

5. Peraturan (omisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1

Kptlo3l KPU/ 7l20l8 tentang Pstunjuk Teknis Perianiian Kinerja dan

Pelaporan Kineria diLingkungan Komisi Pemilihan Umum;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentanS

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata (eria Sekretariat

lendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Pemilihan Umum

Ka bu paten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nornor 4 Tahun 2021 tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nornor 8

Tahun 2019 tentang Tata Keria Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabup€ten/Kota; dan

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

'4g/Kpts/Setjennahun 
2016 tentang PedomanEvaluasi

Akuntabilias Kineria lntansi Pemerintah dilingkungan Komisi

Pemilihan Umum.

KETERXAITAN

1. Renia ; dan

2. RKA.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDAPATAN

t
\

Nama SOP

SUB BAGIAI{ PEREIICAIIAAN, DATA DAN IllFORl,lASI

jdih.kpu.go.id/sultra/munajdih.kpu.go.id/sultra/muna

jdih.kpu.go.id/sultra/muna
jdih.kpu.go.id/sultra/muna
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Apabila tidak dilaksanakan akan mempengaruhi nilai akuntabalitas

kinerja satker.

1. Sebagai dokumen pertanggung jawaban laporan
akuntabilitas kineria satkeD dan

2. Disimpan sebagai data elekronik dan manual.
I

jdih.kpu.go.id/sultra/munajdih.kpu.go.id/sultra/muna

jdih.kpu.go.id/sultra/muna
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x€giat.n xa.Sub. Bag
Sekr€iari5 xelefltlapan

orJtput

1 Memerintahkan Xepada

I/€pale &6an
Perencanaan [bta dan

lnf olmasa untuk menyuSun

Perianjian xinerja.

Dokumen
Pendukung

Terkait
30 menil Oisposisi

2 Memudahk.n Kepala Sub

Ea8bn Perencanaan untuk
Menyusun Formal
Perjaniian lCnerja.

Dokumen
Pendukung

terkait
30 men( Osposisi

3

Perianjien Ki.Erj. dan

Mendiskusikan xepada

Sekrelaris,Pejab.t Eielon

lll,Erelon lvdan
Pelakana,

ookumeo
Pendukung

terkait
t hari

Format
Perjanjian

Knerja

4 Mmghimpun Konsep

Perianiian Kin€rj.
s€kreteris,Pejabat Eselon

lll,Eselon lvdan Pelaks.oa

ookumen
Pendukung

terkait

3 hari
Kontep

Perjanian
Kineia

M€ngoreksi Konsep

Perjenjian Kineria yanS

teleh terkumpul.

ookumen
Pendulung t hari

kon5ep

Konsep
Perjanjian

Kineria

6 Menyampaikan Kepada

S€ketaais.
Dokumen

PendutunB
teriait

30 rmnit Perjanjian
Kinerja

1 Mempa.al doksmen
perjanl_ian hnerja dan jika

belum dis€tuiulmaka
kembali lagi kepada bagian

Perencanaan,oata dan
lnlormasiuntuk orang.

Dokumen
Pendukung

terkait
l jam

Konsep
Perjanjian

Knerja

8 Mengakomodir
penYel6aian,penYusunan

dan penandatanganan

dokumen perjaniian

Kinerja 5€kretaris,Eselon

lll,lV dan Pelak5ana.

Dokumen
PendukunB

rerkait
2 hari

Dokumen
Perjanjian

xlnerja

I Mengarsiplandan

Penandatanganan
Dolumen Perjanjian

l(neria Xepeda lnspektorat
dan Biro Perencenaan dad

OrB.nisasi Serjeo KPU lli
Melauli Surat.

Dokumen
PendukunS

terkeot
30 m€nit

Ookumea
Perjanjien

Kneria

Mutu 8ak!

xet
I I

I

I

I

I
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254 Tahun 2025
18 September 2025

18

LA OD ASKAR ADI JAYA

a

2025

UJ
0-

L) n4,

BI'B BAGIAT PEREITCAIIAAf,, DATA DA.tr
IIrFORUASI

DISAHKAN OLEH

TANGGAI REVISI

NOMOR SOP

KOUISI PEUILIHAIV I,,MUM
XABUPATEf, MIIITA

TANGGAL
PEMBUATAN

SOP PEMTUAUtrAT IIAX
PEUUTAXIIINAX DATA PUILIH

BERXEX.ITtrJUTAX

DASAR HUIruM KI'ALIFIKASI PELAKSATTA

1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2O22 tentang Perubahan atas
Undang-Undaag Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-
Undang;

2 Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman
PenJrusunan Standar Operasional
AdtdnisEasi Pemerintahan ;

3 Peraturan Komisi Pemiliharl Umum Nomor
05 Tahun 2022 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan umum,
Komisi Pemilihan umum Provinsi, Komisi
Pemilihan umum Kabupaten/ Kota; dan

4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
1 Tahun 2025 tentang PeDxutakhiran Data
Pemilih Berkelanjutan.

1 Pejabat yang berwenang;
2 Operator Sidalih; dan
3 Staf Seketariat KPU Kabupaten MuIa-

PERALATAT / XELETGTAPATIIETERIIAITAT
I Data Turun dari Kemendagri Kepada KPU RI, KPU

Provinsi,KPU Kab/Kota tentang Da.ftar Pemilih berupa
Model A-Daftar Pemilih-PDPB;

2 Jaringan Internet;
3 Aplikasi Sidalih;
4 Aplikasi cekdptonline.kpu.go.id;
5 Aplikasi laporpemilih.kpu.go.id;
6 Laptop/ Komputer;
7 Printer;
8 Scanner;
9 Meja dan Kursi; dan
10 Handphone.

Daftar PeBilih Tetap (Df,T) Pemilihal Tahun
2024.

t.{

EFEKTIF

TNAMASOP:

jdih.kpu.go.id/sultra/munajdih.kpu.go.id/sultra/muna

jdih.kpu.go.id/sultra/muna
jdih.kpu.go.id/sultra/muna
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PER.I]TGATAN PEII CATATAI{ DA]T PEIYDAPATAIT
Apabila tidak dilaksanakan dengan baik
akan mengakibatkan data yang tidak akurat
dan mutakhir.

1. Sebagai Dailar Pemilih Non Tahapan yang
dimutakhirkan sctiap 3 (tiga) bulan sekali; dan

2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual. I

jdih.kpu.go.id/sultra/munajdih.kpu.go.id/sultra/muna

jdih.kpu.go.id/sultra/muna
jdih.kpu.go.id/sultra/muna
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ffi
KOI.IISI PEMILITIAI{ UllUtt{

KABUPATEI{ }IUI{A

SUB BAGIAI{ PEREI{CANAAN, DATA DAN I'{FORMASI

NOMOR 50P
4O7 Tahun 2025

TGL PEMEUATAN
15 Desember 2025

TGL PENGESAHAN 1sjryzs

DISAHXAN OLEH
tii
L

ASXAR ADI IAYA

NAMA SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA

DASAR HUKUM Kualifikasi Pelaksana Jumlah Pelaksaana

Memahami Penyusunan

Rencana Kerja.

Minimal 2 orang.

KETERKAITAN PERATATAN/XEI.ENGXAPAN

SOP Penyusun Rencana Ke rja 1. Renstra;

2- Rencana Kegiatan Per Sub Bagian;

3. DrP&

4. Rincian (ertas Keria;

5. Juknis DIPA Tahun Anggaran 2024; dan

6. Pedoman teknis penytjsunan rencana k€rja.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDAPATAN

1. Apabila tidak dilaksanakan maka akan berakbat pada efektifttas

pelaksanaan program anggaran dan kegiatan; dan

2. Akan mempengaruhi penilaian capaian kerra.

-21-

1. Peraturan pemerintah Nornor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan

Renja kementria n/Lembaga;

2. Peraturan Mentri Keuangan Nomor 94/PMK02/2013 tentang

petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Keria dan Ang8aran

Kementriao Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan

peraturan Mentri Keuangan Nomor 194/PMK.O2/2O73;

3. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang

TugatFungsi,Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat xomisi

Pemilihan Umum Provinsidan sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nornor 4 tahun 2021 tentang

Perubahan (etiga atas Peraturan Komisi Nornor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ,(omisi Pemiihan

Umum Provinsidan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan

5. Keputusan (omisi Pemilihan Urum Nornor 735lHK.o3.7lO2/2O27

tentanS pedoman Teknis Pelaksanaan AnSSaran Belanra Negara di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

1. Estimasi kebutuhan belania pegawai; dan

2. Disimpan sebagaidata elektronik dan manual.

jdih.kpu.go.id/sultra/munajdih.kpu.go.id/sultra/muna
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x.-s!b.8at
outpt l Ket

I Men{..Irn t€pda
!.gt n P.rrErn D€tr
.hr lnfo.ln.i uiarl
niGllll.ln 8!rr.n r..F

_l S.rirtr.Jdnie,DPA,& ,
.€rr< na t4htan p€. n$
b.gi.n

30 menit Dispori5i

2 MmebBi*in digosisi
keD6& t p.la rub bagi.n
p€.em..arn nod(
menn .u. ...rc.E leri..

30 menit Disposisi

3 Meltenaltslr ll hn

'rftam Ltlrt n dari
s€rnua r$b b.iac s..6
h.cl r€ll1c &n r6Ezn
lerF tihn arylrlan
sct l!,!lrv. urtut
meirusun r.rEna t rja.

3 hari Arah rencana
kerja

Melahlt3n loo.din.sl
deqan !.1'rd sub b{i.n
atut drrnbtEs lk:ft
Fotr.m rdtca.a recri. t-

-->

+

3 hari Arah rencana

kerja

5 M€rnv.rift si k6e6u.l.n
draft reftana t€.ja d.nt.n
R€nsraJdairolPArrAJal
u mdib€.i P6r., daft,jira
.h.ft ..rx.na r-F su.Lh
di s.tuid makr d.pot
hlBsung dr ceta* ol€tr

Penyusrrr
t€r,aJ,rtut di iui,l dan€.

t hari
konsep

Rencana Keaja

Yang telah
diparaf

6 MemvlrifLsi d.n
fil?oan Ltengati .Laft
r*.m t.rj. , jira dr.ft
hlun di.aurui m.t!
l€ilboli Lti teg.d, (.r.b
Bagnn P.r.ll(an .n ,Dat
dan hnformlsi 'rrt*

t hari Reftana keria
yanS telah
diparaf

Mddd(|,nmt sialn d.n
ft€rlg.rrpi.n dotlrrm

30 menit Rencana kerja
yang telah di

tandatantani

KETUA KOMISI PEMIUHAN UMUM

KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUTIAMAD ASKAR ADI JAYA

sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM

N MUNA
Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

S

jdih.kpu.go.id/sultra/munajdih.kpu.go.id/sultra/muna
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LAMPIRAN V

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

MUNA

NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA LAKSANA STANDAR

OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KAEIUPATEN MUNA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PADA SUB BAGIAN PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT

DAN SUMBER DAYA MANUSIA

jdih.kpu.go.id/sultra/munajdih.kpu.go.id/sultra/muna
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KOMISI PEMILIIIAN UMTIM
KABUPATEN MfNA

SUB BAGIAN PARTISIPASI, HUBUNGAN
MASYARAKATDAN

SUMBER DAYA MANUSTA

Nomor SOP .108 Tahun 2025

Tanggal Pembuaran 15 Desemb€r 2025

Tanggal Revisi l5 D€sember 2025

Tanggal Efektif ,4€,q[&}p(

Disahkan Oleh
KABU

L ASKAR ADI JAYA

DASAR HUKUM K U_'A LI FI I(ASI PE LAIGANA
l. Undang-Undang Nornor 14 Tahm 2008 lentary

Keletukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

P€milihan Umum sebagaimana telah diubah dangan
Undang-Undang Nomor 7 Tahm 2023:

3. Peratulan Manteri Pendal,agrmaan Aparaflr Negara dan
Reformasi Birokasi Nomor 35 Tahun 2012 T€ntang
Pedomm Pen),usunan Standar Operasional Administasi
P€rnerintaha[

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2l Tahun
2023 teatang Perubahan Kedua das Peraturan Komisi
Pernilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tlgas,
Fmgsi Susunan Organisasi dan Tara Keia Seketariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umunl Seketarial Komisi
P€rnilihan Umum Prorinsi dar Sekretariar Komisi
Pemilihan Umum KabupateniKora:

5. P€raturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahrm
2023 tf,i,tang Pengelolaan dan Pelar-anan lnfomasi
Publik di Komisi Pemitihan Umurl Komisi Pemilihan
Umum Provimi. dan Komisi Pemilihan Umurn
Kabupaten /Kot4 dan

6. Keputusan KPU Nomor 88Aps/KPU Tahun 2015
tentang SOP Pengelolaan dan Pela,vanan Informasi
Publik di LineLnp Komisi Pemilihan Umun

l. Pqabal ] ang b€rwemng/sesuai Tupotsi;
2. Memiliki kemampuan administrasi dan pelayanan infomrasi;
3. Jujur dan bertanggung jawab:
4. Magetahui tugas, fungsi system dan prosedur pelal'anan

informasi:
5. Mampu m€nagani pemohon dengan altif:
6. M€ngetahui informasi lepaniuan dan ketembagaan:
7. Margaahui klasifikasi informasi: dan
8. Margaahui mekanisme pembuatan lapora[

JUNTLAH PELAKSANA

Minimal 2 orang.

Kf,TERXAIT,{:i PERALATAN/Kf LENGI(AP-AN

SOP Perwrganan Keberatan terhadap Pelayanan Publik.
Ruang pelayanan informasi, Komputer, printer. mej4 kursi, rali
pelayanan informasi, buku regisrasi. formulir pelayanan informasi
dan tanda terima pelal arnn informasi.

PERTNCATAN PENCATATAN DAN PENDAPAT.{N

Prosedur ini rvqjib dilalisanakan sesuai alur kegiuan.
l. Pencatdan dalam matiks kegiaran dm penugasan: dan
2. Laporanpelakasanaan

-2-

Nama SOP : Pelayanan lnformasi Publik
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No Urrito Protedur

Pdakana Muru Balio

Pemohon

Krsubag
Parhubrtra!
dro SDM
KPU K,h

SeL
KPU
K'b

Pehl,rt!! PGrr) arrr.r Ouapur Ket

I

Pemohoo i ortrusi
rhling dcn8an
mengisi formulir
peamoho{un
i0formasi alau
m€lalui gliat eruail.
telepon. PPID

Kartu
identitas,

alite
mtaris.

dohrmetr
peryes8hatr

badatr
politit

15 menit

l5 rncnir

Data pemohol
lerisi. pemohotr
nren€ruhi
syarat

Untuk
Pemohoo

Ilrelalui $rat
email, telp. dan
fe\ formulit
diisikar saf

2

Staf pelalsana
rneagitformasikan
keDada pemohon
ler*ail informrsi
,a!g dimirfa

Data
tersedia

handcopy/s
oftcopy

Tatrda Tcrinra

Data butan
tetmasuk

fuformasi dalm
kategori

dikecualitar
Std pelak.,n,
n€nginforrasikatr
infomEsi )"rg
dikeflelik n r 5 mcnit

Pemohon
terhfomEsitan

.+

Jika informasi lang
dimohoo tidat dapat
diberilofl ,angsung.
desk pelayarBn
bertooldiEasi
dengrn ka$bbag
(Pejabal PPID) &
tim pelghitung

Nota dinad
Disposisi/

Arahan

l0 hari kerja
dan dapat

diperpanjaDg
? hari kerja

l0 hari kerja drn
dapar

diperpanjang 7
hri kerja

Khusus untuk
infonmsi

talapan, PPID
meI!beflkan

jasabn tenulis
dalam *'al(tu 3

hari kerja dan
dapal

diperpaqiary 2

hari keda
(Perki I Tahutr

2019)

)

Pemohon meneriana

lada terima/
pemberitahun
tertulis apabila
informasi dapat
diterirna atau tidak

L Klasifitasi
data l'ang

dapat
diberiked

tidal

TaDda terima
&tal
Fmberitahuan
tertulis

Diberikan &sk
infonuasi
(omine)

$raUemail
(online)

6

Desk infomMsi
mengadate register
pela)aian infonnasi
apabila sesuai

Updale
register

pela!'aoar
idorrnasi

7
Supenisi kegiatan
oleh Kasubbag

Dala
update

pela-r'aian

Data la)'amn
hadan

8
Pelaporar dari
Kasubbag kepqda
Selxetaris

L{
Data

Update
t Bulan laporan bulamn
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KOMTSI PEMILIHAN UMUM
I(ABUPATEN MTINA

SUB BAGIAN PARTISIPASI, HL]BUNGAN
MASYARAKATDAN

SUMBER DAYA MANUSIA

409 Tahun 2025

Tanggal Pembuatan l5 Desemb€r 2025

Tanggal Revisi l5 Desember 2025

Tanggal Efektil .,{Ad&}Rt

Disahkan Oleh

KABUPA.TE ..1

t,lu

ASKAR ADI JAYA
Nama SOP : Pctrmganan Keb€rstsn Terhrdap Pelayanar

Informasi

DASAR HUKI-IM KIJALIFII(ASI PELAKSANA

l. Undang-Undang Nomor l4 Tahun 2008 tentang
Kaerbukaan lnformasi Publik

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum sebagaimana lelah diubsh d€tlgan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;

3. Peraluran Menteri Penda;tagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birolrasi Nomor 35 Tahm 2012 Tentang

Pedoman Penyusunsn Standar Operasional AdminisEasi
Pernerintallan:

4. P€raturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2l Tahun
2023 lentang Perubahan Kedua atas Peratursn Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tenlatrg Tugas.

Frngsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sebetariar
J€nderal Komisi UmuIIL Seketarial Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Seketrrial Komisi Pemilihan
Umum Kabupalen/Kola:

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahtm
2023 tcllang Pengelolaan dan Pelayanan loformasi
Publik di Komisi Pemilihan Umunl Komisi Pemilihan
Umum Provirsi, dan Komisi Pemilihan Umum
KabupaledKot( dan

6. Keputusan KPU Nomor 884?tyKPU Tahun 2015

t€ntang SOP Pengelotaan dan Pelayanan Informasi
Publik di Linekup Komisi Pemilihan Umum.

1. Pejabar yang berwenang/sesuai Tupoksi;
2. Memiliki kernampuan adminisrasi dan pday-anan infomrasi
3. Jujur dm benanggung jarvab:

4. Mengetahui tugas, fungsi s)-stem dan prosedur pelalanan
informmi,

5. Marnpu m€nangani pemohon dengan aktif:
6. Mangetahui informasi liepemiun dm kelembagaan;
7. Margeuhui klasifikasi inforrusl dan

8. Mengetshui mekanisme panbuaran laporan.

JLIMLAH PELAKSANA

Minimal 2 orang.

KETERI(AIT-{r.- PERALAT-{N/KELENGKAPAN

SOP Pelq'anan Informasi PubliL
Ruang pelayanan ioformasi, Komputer, prinler, meja, LTni. rali
pelal'anan informasi, buh.r registrasi, formulir kebelatall

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDAPATAN

Prosedru ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan.
l. Pmcalalan dalam mariks kegialan dan penugasan: dan

2. Laporanp€lakasanaan

Nomor SOP
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Urlirn Pnxcdur

Pelakanr Muru Baku
Kffub.g

Prrbubrtr!t
drn SDM
KPU K'b

seli.
KPU
Krb

Pelrkrra Pels!'arrtrD Ourput Kct

I

Pemohon bformasi
D€Dgajutatr
permoborun
keb€ratan d€ngao
oetrgisi formulir
keberaBtr

Krrtu
i& itar akte

rctaris.
dokumen

penge$han
badatr public

l0 mc l

Dara pemohon
terisi. pemohon

memenuhi
slarat

Surat jalraban
yang relah

dit ndarangad

2

$af pelatsaia
trl€oginformasitatr
rx)moa Egtstrdsi
formulir keberatan
dan jangka wahr
Jarlab@ alau
kebaratan sesuai lru
KIP

Formulir
keberat8n

terisi
lS menit

Udale nomor
rcgistrasi
fonnuli.

3

Std pelatsaD
rn€nginformasikatr
nomor reSrstrasi
formulir kebe.alatr
dar jangka waktu
janabd atau
keberdtan se$si UU
KIP I

Formulir
keberatan

Ersampailan

{
pejabat PPID
mery-arnpaikao
formulir keberatao

kepada atasan PPID f-
I

Nota Dinay
Disposisi/

Arahatr
I hari

Formulir
keberatan

tenamFikan

f

Atasan PPID
0eDjasEb pemohor
Ka. Sub Bae.
Pelaksana
persyaratan $aktu
outpul permohonan
kcberatatr i_l

Janabatr
permohonan

keberatan
I ttari

Surat ja*abatr

r..an8,lelah
dilandatang,ani

6

Desk i-nformasi
rEeqYafipail(aE sumr
jarabn kepada

Demoh@

I Udate
rcgiser

pela]-.arlan

infonDasi

Maks 30
hari kerja

sejak
keberatatl
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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

SUB BAGIAN PARTISIPASI, HTJBUNGAN
MASYARAKAT IIAN

SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor SOP 410 Tahun 2025

Tanggal Pembualan

Tanggal Revisi l5 Desember 2025

Tanggal Efektif ,1ffiffiq.202s

/'

ri

\
Disal*an Oleh

KABUPA
t 1\J

AD ASI(AR ADI JAYA
Nama SOP : Pengunrsan AMtkf5ii Kepegawaisn

DASAR HUKTIM KUALIFII'{SI PELAKSANA

l. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pernilihan Umum sebagaimma telah diubah d€nger
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;

2. Peraturan M€oteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokasi Nomor 35 Tahun 2012 Tantang

Pedoman Pen]usunan Standar Operasional Administrasi
Pernerintahan:

3. P€ratuan Komisi Pfiilihan Umurn Nonror 2 Tahun
2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan
Umurn, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupalery'Kota,

4. Peratwan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2l Tahun
2023 tenlfig Perubahan Kedua aras Peraruran Komisi
Pernilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang TWas,
Fungsi- Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekrewiar 

I

Jenderal Komisi Umu.sr- Seketariar Komisi Pemilihan 
]

Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemihhan

Umum KabupaledKot4 dan
5. P€raturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun

2023 t€nlang Pengelolaan dan Pelal'anan Informasi
Pubtik di Komisi Pemilihan Umuq Komisi Pemilihar
Umlnn Provimi. dan Komisi Pemilihan Umum
l(abupalen/K ola

l. Pendidikan Minimal SLTA; dan
2. T€rampil.

JUMLAH PELAKSANA

KETERT(,{TTAN PER{LATAN/Kf, LENGIiAPAN

SOP Pengunsan Surat Keluar
l. Alal Tulis: dan
2. Agenda-

PERINCAT.{N PENCATAT.{N DAN PENDAPATAN

Apabila SOP tidat dilaksanakan, malu sura atan terlambal
sarnpat te tujuan.

l. Buku Laporan Masuki dan

2. BuLu Regis&asi Laporsn

l5 D€sember 2025

Minimal 2 orang.
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1

I\O Ur.irr Pro.edur

Pel!krni Mutu BeLu

Staf

ltuiuhlg
Prrtubmar
dtn SDM
KPU Klh

SeL
KPU
Kah

Ka B.g Perllrralrtr Ourpur Ket

I

Metreailtra slrat
beselta dokuren
peDdl*tmg
(k€naik& p6nglat.

Eaji b€il(ala mdasi,
disiplin Deg,$ai,qni. tugavizin
belajar. p€nsioo. dll)
&ri unit
kerjalsatuao kerja
&tr disan0sifar
langsng kryna
Kasubag Pa.h&mas
dan SDM

Kaflu
Dislosisi

l5 oenit

Surar l"rasut
besena

dokumen
pendukmg

2

Meneliti/nremedksa
surar bes€na
dotuoeo
petrd*ung &n
rnemifla arahan
kepada S€k.elaris

Su"at Masuk
beserta

dokumen
pedukung

20 menit

Sura Masuk
hasil

penelirian/pem
eriksaan

b€r&sa*an
aralatr Kabag
Hukum dao

SDM

Men€lit m€meriksa
sllrar beserla
dokuDeI
peldukutrg yang
rna$k &n
men]-,erulkaff]"
kepada IQsubog
Parfruhuas dan
SDM UT'N
ditirdaklanjuti atau
mefiyamp6ikarr
lcpada Ka Bag

Surat Ma$k
basil

penelitian dan
pemeritsaan

20 Menir

-t

Medndaklarjuti
lEsil
perclitian/pemerits
erm berdasa*al
keteoorall yary
berlaku (Eengirput
dalaE aplikasi atau
meryusm kons€p
dokrmeo
teDesas aiatr)

Suat Mas*
h2sil

penelitian datr
pemeriksaa

k€mbali

Pating
larnbol 7

hari kerja

Dokumen
Kepega*aian

Untuk nastah
dineJdohmen

yanS proces
peaerbitarnla

tr}enjadi
ke$esangan

KPU Provinsi
SulaEesi
Te0ggara

5

Meneruskan/ftefli rd
ak lanjut ke Ka.
Bag untuk diproses
seladurn! a

Surat
peagantar dat

dokumErl
petldt*l.Eg
admidsrasi
kepegau'aian

Faling
lambat 7
hari kerja

Dokufisn
Kepega\Yaian

Utrtuk Daslah
dha6/doklmen

yanS proses
penert itatrItla

medadi
keweoangatl

KPU RI

6

Paling
lambat 2
lBri kerja

I

I

tttt
I

II I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I ,"*."* II t'"s;r I

I peultia",lern II er*saan Il**ltl

l-

I

I

I

I

3

I

I

I uarerinu dokrrnen I

I rrp"gr""i* ar, I

I xr. Bag uruk I

I ouuattanlrn 
I

I

I

I

I
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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABTIPATEN MUNA

SUB BAGIAN PARTISIPASI, HUBLTNGAN
MASYARAKAT DAN

SUMBER DAYA MANUSIA

l. Undang-Undang. Nomor. 8 Tahm 1974

tenlsrg Poko-Pokok Kepega*aian
s€bagaimoa telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun I 999:

2. Undang-Undang Nomor ? Tahm 2017 tentang
Pemilihan Umum sebagaimana telah diubalt
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023
tenlang Aparatur Sipil Negarq

4. Perduran P€inerintah Nomor 15 Tahun 1979

tentang DaftaI Urut Kepangluran Pega\ai
Negeri Sipil;

5. PeraturEl P€rnerintah Nomor ll Tahun 2017

tentang Menajemen Pegawai Negeri Sipil-
sebagaimana telah diubah dengan Peratuan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;:

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

Tahrm 2020 tentang Tugas, Fmgsi, Susunan

organisasi, dm Tala Kerja sekel id ,enderal
Komisi Umum, Seketariar Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Seketatial Komisi
Pemilihan U KabuDaterv'Kota

sebagarmana diubah teralhir Peruual K
Pemilihan Umum Nomor 2l Tahun 2023: dan

7. Peraturan Kepala dan Keoecawaian

Nesara Nomor 4 Tahun 2023 tentanP
n

l. SOP Penerimaan sural rnasuk bagian; dan

2. SOP Pembuatan sural biasa dan surat
mdang;an

Nomor SOP 4l I Tahm 2025
Tanggd
Pembudan

l5 Desember 202-t

Tanggal Rer isi r-iD#frh?025
Tanqsal Efektif /.rigleHlHziNl

Disahkan Oleh

i,J kABu1-

ASKAR ADI JAYA
Nama SOP : Daftar U

DASAR HT'KT:M KUALIFIKASI PELAKSANA
l. M€nguasi alur persuralm; dan

2. Mampu mengoperasikan komputer

KETERKATTAN PER{LATAN/KELENG KAP.,I]\
l. I(mputer atau leptop:
2. Printer:
3. Kerta HvS
4. Pulpen: dan
5. Map Order.
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No. I(egiatan

Pelaksarra Mutu Baku

Sek etaiis Kasub
Parhubmas
dan SDM

Staf
Pelaksaa

SDM
Kelenglapan Walftu Output Ket

1

Mengiraput dala
Daftaf, Urut
Keparrgkatarl

KoEputer/lept
op 1 Jafi

Daftar Urut
Kepdrgkaran
telah diiroput

2
MeDcetak data
Daftar Urut
Kepangkatan.

KoDputer/ lept
op, Prei[te.
daE Kenas
HVS

5 Menit
Daftai Urut
Kepdrgkatan
telah dicetak

3
Mengo.eksi data
Daftar Umt
Kepalgkatan. .

-_l
Data Daftar
Urut
Kepangkatan
dan Pulpen

30
Menit

Daftar Urut
Keparr8Eatan
telah
dikoreksi

4

Mengoreksi lebrih
ldrjut data
Dafta Urut
Kepangtratan. r-

Dara Daftat
Urut
Kepa.SEataa
dan hrlpell

30
Menit

Daftar U.ut
Kepangkatan
telah
dikoreksi

Menandatangani
Dafta Urut
Kepangkatan. -l Data Daftar

Urut
Kepargkatar!
do Pulpen

5 Merit

Daftar Urut
Kepegkatan
telah
ditandataDga
ni

6
Mengarsipkan
Da.fta Urut
KepaDgkata.

Data Daftar
Urut
Kepangkatan
yang teLal
ditardatanSani

5 Menit

Dafta, Urut
KepaDgkatan
telah
dia.rsipkarr

KETUA KOMISI PEMIUHAN UMUM

KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

rl!'1

sesuai dengan aslinya
RIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

N MUNA
Bagian Tekmis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

A. Silil{iT

S
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